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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan 

Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj 

IP) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) adalah wujud pertanggungjawabn pejabat 

publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun 

anggaran.Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 telah diukur, 

dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan .  

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis 

(Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat 

daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan 

kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj 

IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam 

rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah 

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. 

 

Banjarnegara,   Januari 2022 

KEPALA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

dr. LATIFA HESTI PURWANINGTYAS, M. Kes 

Pembina Tk. I 

NIP. 19720128 200212 2 003 
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BAB I        

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM  

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk 

memajukan daerahnya. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran 

serta masyarakat. 

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang 

dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang 

matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang 

ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan 

hambatan yang akan timbul. 

 

B. LANDASAN HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421);  

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  

c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);  

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah NO.omor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 43 tahun 2019 Tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 
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h. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor 4 Tahun 2019 tentang  

Standar  Pelayanan  Minimal Bidang  Kesehatan  diKabupaten/Kota; 

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024; 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana 

Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 

2022; 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara; 

l. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara; 

m. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan;  

 

C. GAMBARAN PERANGKAT ORGANISASI  

1. KEDUDUKAN 

Keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun  2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara.  

2. SUSUNAN ORGANISASI 

    Susunan organisasi Dipnas Kesehatan adalah sebagai berikut : 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretariat, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program dan Informasi; dan 

b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; 

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; 

b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan 

c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; 

4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari : 

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan 

c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; 

5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari : 

a. Seksi Pelayanan Kesehatan; 

b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan 

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
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6) UPTD; dan 

7) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

  Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah 

sebagai berikut :  

Kepala Dinas 

a. Tugas Pokok : 

  melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan; 

2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya 

kesehatan; 

3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan 

pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya kesehatan; 

4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya 

kesehatan; 

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit serta pelayanan dan sumber daya 

kesehatan; 

6) Pelaksanaan fungsi  kesekretariatan dinas; 

7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

8) Pelaksanaan fungsi  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN TAHUN 2020 

NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

1. Gedung Dinas Kesehatan  1 Unit 

2. Gudang Farmasi  1 Unit 

3. Laboratorium Kesehatan  1 Unit 

4. Puskesmas Total 35 Unit 

 - Puskesmas Non Perawatan 20 Unit 

 - Puskesmas  Perawatan 15 Unit 

    - Puskesmas Perawatan PONED 13 Unit 

    - Puskesmas Perawatan Non PONED 2 Unit 

5. Puskesmas Pembantu 39 Unit 

6. Bidan di Desa 253 bidan 

7. Kendaraan Dinas   

 - Jumlah seluruh Pusling dan ambulance  69 Unit 
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NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

 - Jumlah Mobil Jenazah 1 Unit 

 - Jumlah Kendaraan Roda 4 di Dinas Kesehatan 9 Unit 

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan 
 

E. JUMLAH PNS, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, 

PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. 

Jumlah PNS di Dinas Kesehatan Tahun 2021 total sebanyak 1.169, meliputi 

tenaga PNS di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas. Jika diuraikan 

berdasarkan kualifikasi Pendidikan maka jumlah PNS dengan kualifikasi Pendidikan 

SD sejumlah 0 Orang, SMP sejumlah 0 orang, SMA 534 orang, Diploma 1,2,3 sejumlah 

481 orang, Strata 1 sejumlah 120 orang, dan Strata 2 sejumlah 32 orang. 

Berdasarkan kualifikasi golongan, maka Golongan I sejumlah 15 orang, 

Golongan II sejumlah 525 orang, Golongan III sejumlah 592 orang dan Golongan IV 

sejumlah 37 orang. Berdasarkan Kualifikasi Jabatan terdiri dari Jabatan Struktural 

sejumlah 10 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sejumlah 790 orang, dan Jabatan 

Fungsional Umum sejumlah 347 orang. 

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, maka di Tahun 2021 ada Pengurangan 

pada jabatan struktural sebanyak 78 orang dan penambahan pada jabatan fungsional 

tertentu sebanyak 78 orang. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional. 

F. FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA  

Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 yaitu Rumah 

Sakit umum sebanyak 4 unit, Rumah Sakit Khusus  0 unit, Rumah Bersalin 0 unit, 

Klinik sebanyak 17 unit, Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 1 unit, Apotek 

sebanyak 66 unit, UPTD Puskesmas sebanyak 35 unit, Puskesmas Pembantu 

sebanyak 39 unit, Posyandu sebanyak 1578 posyandu, dan Puskesmas Keliling dan 

ambulan sebanyak 69 unit. 

Ada perubahan NO.menklatur Rumah Bersalin masuk dalam kategori Klinik 

sehingga data jumlah rumah bersalin 0 unit dan masuk dalam jumlah klinik yaitu Klinik 

Anugerah, Klinik Hidayah, Klinik Muara Kasih dan Klinik Restu Bunda 

G. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS  

1. PERMASALAHAN 

1) Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. masih ditemukannya balita 

gizi buruk dan balita di bawah garis merah, cakupan pemberian makanan 

pendamping ASI pada keluarga miskin. Perlu optimalisasi pelayanan dasar dan 
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rujukan termasuk ketersediaan sarana prasarana penunjang keselamatan ibu 

dan anak. 

2) Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban 

ganda penyakit.  

3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum 

optimal dan Belum membudaya nya perilaku hidup bersih dan sehat 

4) Belum terpenuhinya standar pelayanan di  puskesmas dan rumah sakit 

5) Belum   terpenuhinya   jumlah, jenis, kualitas,  serta   penyebaran sumberdaya 

manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi 

ketenagaan kesehatan. 

6) Belum  optimalnya  ketersediaan,  pemerataan,  dan  keterjangkauan obat 

esensial,  penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan 

kefarmasian yang berkualitas, serta pengawasan obat dan makanan 

7) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi 

pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan 

 

2. ISSU STRATEGIS 

Proses Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

ditetapkan melalui tahap identifikasi awal telaah Regulasi, Kajian terhadap Tugas 

pokok dan fungsi, telaah terhadap dokumen, laporan dan pengamatan dan 

pembahasan bersama pemangku kepentingan terhadap isu masalah kesehatan 

pada masa yang akan datang. 

1) Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan  Masyarakat meliputi kesehatan 

keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga 

2) Belum Optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan 

penanggulangan penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan 

dan pengendalian penyakit menular serta pengendalian penyakit tidak menular 

dan kesehatan jiwa 

3) Rendahnya mutu dan akses pelayanan kesehatan dalam hal ketersediaan,  

pemerataan dan kualitas sumber daya kesehatan (Sumber Daya Manusia, 

Sarana Prasarana, dan Sediaan Farmasi) 

4) sistem informasi kesehatan belum berjalan optimal sehingga berpengaruh pada 

ketersedian data, kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja dinas 

5) Pelayanan pengelolaan keuangan,  umum dan kepegawaian dalam mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kesehatan belum terintegrasi dengan 

baik. 
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BAB II                                         

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara secara bertahap ingin mencapai sasaran 

pembangunan kesehatan seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 – 2022 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017. 

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai kecenderungan masalah 

kesehatan ke depan serta mempertimbangkan  Visi  dan Misi Kepala Daerah  Kabupaten 

Banjarnegara, maka Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mendukung 

Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara: “Banjarnegara Bermartabat dan 

Sejahtera” 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai peran dan berkontribusi 

dalam tercapainya seluruh misi kabupaten utamanya misi kelima yaitu “Mewujudkan 

Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Dan Kualitas 

hak Pelayanan Dasar” maka Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara harus 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional  

dimaknai  sebagai  pola  pikir,  pola  sikap  dan  pola tindak yang sistematis, transparan dan 

akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan. Kesehatan Paripurna dimaknai  

sebagai  isu  kesehatan  yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

yang diperankan  oleh  semua  pelaku  kesehatan   baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia 

usaha dan atau lembaga non pemerintah  serta  masyarakat  secara  profesional  termasuk 

penyediaan sumber daya kesehatan. 

Tujuan umum yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

adalah  Terwujudnya Kabupaten Banjarnegara Yang Bermartabat dan Sejahtera dengan 

cara Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia melalui pemenuhan hak dasar dalam 

peningkatan Status Derajat Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka mendukung misi kelima, 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mempunyai  tujuan antara lain: 

1. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat, menggerakkan dan memberdayakan 

masyarakat, peningkatan mutu kesehatan lingkungan menuju kemandirian untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat serta terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan 

seluruh masyarakat.  

2. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan penanggulangan 

kejadian penyakit, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular maupun tidak 

menular serta KLB dan Bencana atau krisis kesehatan  
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3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau masyarakat 

dengan didukung sumber daya kesehatan yang memadai dari segi kuantitas maupun 

kualitas.  

4. Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja didukung oleh sistem informasi  manajemen 

dan sumber daya manusia yang bermutu dan kompeten  

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut, maka pada tahun 2020 sasaran prioritas 

Dinas Kesehatan adalah peningkatan status kesehatan masyarakat dengan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penurunan AKI, AKB, 

peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit 

menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana, sarana kesehatan dan 

kompetensi sumber daya kesehatan serta sistem akuntabilitas kinerja yang optimal. 

 

B. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang 

serta sumber daya yang tersedia.  

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.  

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.  

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi 

atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 

5.  Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.  

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 telah 

melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Banjarnegara untuk mewujudkan target kinerja 

sesuai lampiran perjanjian ini. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, dan atas 

hasil evaluasi review renstra serta perubahan IKU yang telah dilaksanakan pada Bulan 

November 2019, maka  Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021  
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melaksanakan 4 (Empat) sasaran dengan diukur dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU),  

45 Indikator Program,  64 indikator kegiatan dan 81 indikator Sub Kegiatan,  yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.  

Alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebesar 

Rp. 266.056.362.078,- (dua ratus enam puluh enam milyar lima puluh enam juta tiga ratus 

enam puluh dua ribu tujuh puluh depalan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

214.145.066.417,- (dua ratus empat belas milyar seratus empat puluh lima juta enam puluh 

enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar (80%) dan realisasi fisik sebesar 

91%, didukung 5  Program, 21 Kegiatan dan 809 Sub Kegiatan termasuk Dinas Kesehatan 

beserta UPTD Dinas Kesehatan se-Kabupaten Banjarnegara. 

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, Indikator dan 

Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Tahun 

2020, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini. 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

NO. SASARAN 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET TAHUN 

2021 

1 Meningkatnya kualitas 
dan cakupan pelayanan  

kesehatan 

Angka Usia Harapan Hidup 74,08 

2 Meningkatkan sistem 
Pelayanan Publik yang 
cepat, mudah dan 

terjangkau  

Indeks Kepuasan Masyarakat 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banjarnegara 

80 

3 Meningkatkan kualitas 
perencanaan, 
pengendalian, dan 

pengawasan program 
kesehatan 

Nilai SAKIP Dinas Kesehatan 
Kabupaten Banjarnegara 

B 

4 Meningkatkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

Menurunya Angka Kematian Ibu 

(AKI) 

122,9/100.000 KH 

Menurunnya Angka Kematian 

bayi 

13,23/1.000 KH 

Menurunnya Angka Kematian 
Balita 

15,07/1.000KH 

Persentase Balita Stunting 21% 
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BAB III                                      

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah 

wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan 

sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

NO.. SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI 

1 Lebih dari 100% Sangat Baik 

2 75 – 100% Baik 

3 55 – 74 % Cukup 

4 Kurang dari 55 % Kurang 

 

Pada tahun 2021, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banjarnegara setidaknya terdapat 4 (Empat) sasaran strategis yang harus 

diwujudkan pada tahun 2021, yaitu : 

 

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

NO. SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

TARGET 

TAHUN 
2021 

REALISASI 
CAPAIAN 

KINERJA 

1 Meningkatnya 
kualitas dan 

cakupan pelayanan  
kesehatan 

Angka Usia 
Harapan Hidup 

74,08 74,28 100% 

2 Meningkatkan 
sistem Pelayanan 

Publik yang cepat, 
mudah dan 

terjangkau 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Dinas 

Kesehatan 
Kabupaten 

Banjarnegara 

80 81,5 101% 

3 Meningkatkan 

kualitas 
perencanaan, 

Nilai SAKIP Dinas 

Kesehatan 

B B 100% 
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NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

TARGET 
TAHUN 

2021 

REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

pengendalian, dan 

pengawasan 
program kesehatan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

4 Meningkatkan 
Derajat Kesehatan 

Masyarakat 

Menurunya Angka 
Kematian Ibu 

(AKI) 

122,9/100.00
0 KH 

287,1/100.00
0 KH 

0% 

Menurunnya 
Angka Kematian 

bayi 

13,23/1.000 
KH 

12,81/1.000 
KH 

103,1% 

Menurunnya 

Angka Kematian 
Balita 

15,07/1.000K

H 

15,05/1.000 

KH 
101% 

Persentase Balita 
Stunting 

21% 22,7% 85% 

 

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sasaran  1 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan  kesehatan 

 

Dalam rangka mencapai sasaran ke satu yaitu meningkatnya usia harapan hidup di 

ukur dengan satu indikator  

Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi % Target Akhir 

Renstra 

% 

Usia Harapan 

Hidup 

74,08 Tahun 74,28 100% 74,08 100% 

 

 
Konsep Definisi Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan 

dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, 

dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam 

perumusannya  idealnya usia harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian 

73.79

73.91

74.01

74.18

74.28

73.50

73.60

73.70

73.80

73.90

74.00

74.10

74.20

74.30

74.40

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Usia Harapan Hidup

Kab. Banjarnegara
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Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan 

registrasi kematian secara bertahun – tahun.  

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 

kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus 

diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk 

kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan 

kemiskinan. 

Usia Harapan Hidup manusia di Kabupaten  Banjarnegara  selama tiga tahun terakhir 

mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 sebesar 74,28 tahun 2020 sebesar 74,18 

meningkat dari tahun 2019 (74,01) dan meningkat pula dari tahun 2018 yaitu sebesar 

73,91.  

Faktor yang mempengaruhi pencapaian Usia Harapan Hidup Kabupaten 

Banjarnegara, yaitu melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar, dalam bidang 

kesehatan dapat dilihat dari upaya dalam menurunnya Angka kematian ibu dan kematian 

bayi, peningkatan status gizi masyarakat, upaya pencegahan, pengendalian dan 

penanganan penyakit menular dan tidak menular, Meningka tkan perilaku hidup bersih 

dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan akreditasi FKTP, 

upaya dalam  jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin baik di fasilitas 

pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan. 

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya 

kualitas dan cakupan pelayanan  kesehatan  dengan indikator Usia Harapan Hidup adalah 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Kesehatan 

 

 

 Dalam rangka mencapai sasaran kedua yaitu Meningkatnya sistem pelayanan publik 

yang cepat, mudah dan terjangkau, maka diukur dengan satu indikator kinerja sasaran 

yaitu: 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 
2021 

REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatkan 

sistem Pelayanan 
Publik yang cepat, 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat Dinas 
Kesehatan 

80 81,5 101% 

Sasaran 2 Meningkatnya sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan 

terjangkau 
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NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 
TAHUN 

2021 

REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

mudah dan 

terjangkau 

Kabupaten 

Banjarnegara 

 

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator 

kinerja selama tiga  tahun terakhir adalah sebagai berikut :  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 

2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara adalah 81,5 atau termasuk dalam 

katagori baik.  

Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit 

pelayanan Dinas Kesehatan  Kabupaten Banjarnegara diperoleh dari survey terhadap 

105 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Survey 

dilakukan pada bulan Maret sampai Mei tahun 2021. Responden diminta memberikan 

penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner dan direkap untuk 

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Berdasarkan data yang dihimpun dari 

kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti pada tabel 

dibawah. 

Adapun hasil evaluasi terhadap upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

Tabel. Perbandingan IKM Tahun 2019 dan 2020 dan 2021  
Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. 

 

NO. UNSUR PELAYANAN 
IKM  

tahun 2019 

IKM 
Tahun 
2020  

IKM  
Tahun 2021 

1. Persyaratan 76,7 85,3 82.4 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 74,3 84,6 82.1 

3. Waktu Penyelesaian 70,4 82,6 81.0 

4. Biaya / Tarif 73,8 80,8 79.8 

5. 
Produk Spesifikasi jenis 

pelayanan 
73,4 81,4 80.0 

6. Kompetensi Pelaksana 77,0 88,0 83.8 

7. Perilaku Pelaksana 76,4 86,6 83.3 

Indikator Kinerja Capaian Target 
2021 

2019 2020 2021 

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

74,3 83,9 81,5 80 
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8. Sarana dan Prasarana 73,7 82,8 81.4 

9. 
Penanganan Pengaduan, saran 
dan Masukan 

72,8 82,1 80.5 

 RATA-RATA 74,3 83,9 81,5 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Indeks Kepuasan 

Masyarakat dari 74,3 di tahun 2019 menjadi 83,9 di tahun 2020, namun mengalami 

penurunan pada Tahun 2021 (masih dalam kategori baik).  

Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemic covid-19, sehingga keterbatasan 

masyarakat dalam mengakses layanan di Dinas Kesehatan, belum optimalnya sosialisasi 

informasi persyaratan dan prosedur layanan, belum terpublikasinya informasi layanan di 

media informasi publik, belum terintegrasinya pelayanan era digital di era pandemic 

(pelayanan online), keterbatasan sarana dan fasilitas yang perlu dibenahi. 

Walaupun demikian, upaya peningkatan kualitas masih tetap perlu diupayakan agar 

tidak menurun di masa mendatang, beberapa masih adanya saran dan masukan dari 

responden yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :  

1. Persyaratan lebih dipermudah. 

2. Mohon dipermudah lagi masalah bantuan pengobatan untuk masyarakat. 

3. Petugas kurang ramah 

4. Bingung mau ke ruang yang mana , tidak jelas ruangannya 

5. Tempat duduk ruang tunggu masih kurang 

6. Kurang cepat pelayanannya 

7. Ruang tunggu tidak nyaman 

8. Bisa dibuat di RS/ puskesmas tidak harus ke Dinas Kesehatan 

9. Persyaratan membingungkan 

10. Aplikasi yang mempermudah Pelayanan supaya tidak harus ke dinas kesehatan 

11. Kamar mandi tidak ada, bingung mencari kamar mandi 

12. Akses jalannya ke tempat layanan miring dan menanjak  

13. Sulit akses angkutan umum 

Sosialisasi pelayanan harus selalu dilakukan kepada masyarakat. Beberapa masukan 

dari masyarakat atau pengguna layanan hendaknya bisa diperhatikan oleh para 

pelaksana kegiatan agar kedepannya tidak ada keluhan. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran 

sebesar Rp. 160.230.487.918,- realisasi sebesar Rp.127,321,934,164,- atau 80% dan 

realisasi fisik sebesar 91%. Program ini memiliki 3 (tiga) indikator yaitu Persentase 

terlayaninya administrasi perkantoran target 100% terealisasi 100% dari Persentase 

Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun target 100% terealisasi 

100%. Terpenuhinya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di UPTD Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara target 100% realisasi 100%. Manfaat dari Program 

ini pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan lancar. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinkes 2021_____  21 

 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 2021 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase terlayaninya 
administrasi perkantoran 

100% 100% 100% 

Persentase Dokumen 

Perencanaan, Evaluasi 
dan Pelaporan yang 
tersusun 

100% 100% 100% 

Terpenuhinya Pelayanan 

dan Penunjang Pelayanan 
BLUD di UPTD Dinas 

Kesehatan Kabupaten 
Banjarnegara 

100% 100% 100% 

 

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

didukung oleh 8  (delapan) kegiatan yaitu :  

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

8. Peningkatan Pelayanan BLUD  

 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu : 

 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2021 

Persen 
Capaian 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Persentase dokumen 
perencanaan yang tersusun 

100% 100% 100% 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

persentase dokumen monev 
yang tersusun 

100% 100% 100% 

 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) sub 

kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2021 

Persen 
Capaian 

Kegiatan Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Terpenuhinya penyediaan 
gaji dan tunjangan ASN 100% 100% 100% 
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Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 
2021 

Persen 

Capaian 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 
 

Terbayarnya hoNO.rarium 
Pengelola Keuangan dinas 

100% 100% 100% 

Terlaksananya 
penatausahaan dan 

pengujian / verifikasi 
keuangan SKPD 

100% 100% 100% 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

jumlah dokumen laporan 

keuangan yang tersusun 
5 5 100% 

 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) sub 

kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 
2021 

Capaian 

Kinerja 
Tahun 

2021 

Persen 

Capaian 

Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

Jumlah SDMK mengikuti 

kursus/diklat/seminar/ 
pelatihan sesuai tugas dan 

fungsinya 

15 15 100% 

 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) sub 

kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 
2021 

Persen 

Capaian 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 

Terpenuhinya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

12 bulan 12 bulan 100% 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Terpenuhinya bahan logistik 
kantor 

12 bulan 12 bulan 100% 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Terlaksananya rapat 

mikroplanning vaksinasi 
covid di puskesmas 

140 kali 140 kali 100% 

  

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemda didukung 

oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 

Target 

Tahun 
2021 

Capaian 

Kinerja 
Tahun 
2021 

Persen 

Capaian 

Pengadaan Kendaraan 

dinas/operasional atau 
Lapangan 

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

1 unit 0 unit 0 

 

Pengadaan kendaraan mobil vaksin tidak dapat terealisasi dikarenakan keterbatasan 

waktu proses pengadaan pasca penetapan pergeseran anggaran 
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Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 

2 (dua) sub kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 
2021 

Persen 

Capaian 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
 

Tersedianya Jasa Komikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

12 bulan 12 bulan 100% 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Terbayarnya 
hoNO.rarium/upah kerja 

PTT/THL Dinas Kesehatan 

12 bulan 12 bulan 100% 

 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 

Target 

Tahun 
2021 

Capaian 

Kinerja 
Tahun 
2021 

Persen 

Capaian 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan  

Terpenuhinya biaya 

pemeliharaan kendaraan 
dinas/operasional 

12 unit 12 unit 100% 

Pemeliharaan/Rehabili

tasi/perbaikanilitasi 
Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Tercukupinya Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung 
Kantor 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan/Rehabili
tasi/perbaikanilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Terpenuhinya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi/p
erbaikanilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

100% 100% 100% 

 

Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD didukung oleh 1 (satu) sub 

kegiatan, yaitu : 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 

Target 

Tahun 
2021 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 
2021 

Persen 
Capaian 

Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan 

BLUD 

Persentase Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan BLUD 

(UPTD) 

100% 100% 100% 

 

Seluruh kegiatan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 160.230.487.918,- realisasi 

sebesar Rp.127,321,934,164,- atau 80% dan realisasi fisik sebesar 91%. Permasalahan 
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terkait adanya kebijakan saat pandemi covid-19 yaitu pembatasan skala besar dan 

pembatasan kegiatan masyarakat sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak bisa 

dilaksanakan dengan optimal, begitupula dengan perjalanan dinas luar daerah tidak bisa 

dilaksanakan secara langsung namun dengan aplikasi virtual.  

Keterbatasan waktu proses Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

saat setelah pergeseran anggaran, Upaya yang dilaksanakan adalah meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait. 

 

 

Dalam rangka mencapai sasaran ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan, 

Pengendalian, dan Pengawasan Program Kesehatan, diukur dengan 1 (satu) indikator 

yaitu:  

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

TAHUN 
2021 

REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatkan 
kualitas 

perencanaan, 
pengendalian, dan 

pengawasan 
program kesehatan 

Nilai SAKIP Dinas 
Kesehatan 

Kabupaten 
Banjarnegara 

B  B 100% 

 

Untuk mencapai  sasaran tersebut maka dilaksanakan program dengan target 

sebagai berikut: 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program penunjang 

urusan pemerintahan 
daerah 

Persentase dokumen 

perencanaan evaluasi dan 
pelaporan yang tersusun 

100% 100% 100% 

Persentase Dokumen 
Keuangan yang tersusun 

100% 100% 100% 

Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Persentase Puskesmas yang 

menggunakan Sistem 
Informasi Kesehatan 
Puskesmas (SIMPUS) 

80% 70% 90% 

 

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

didukung oleh 2 kegiatan yaitu :  

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu : 

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan 

Program Kesehatan. 
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Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2021 

Persen 
Capaian 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Persentase dokumen 
perencanaan yang tersusun 

100% 100% 100% 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

persentase dokumen monev 

yang tersusun 

100% 100% 100% 

 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh 1 sub kegiatan, 

yaitu: 

Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan 
Target 
Tahun 

2021 

Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2021 

Persen 
Capaian 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Persentase Dokumen 
Keuangan yang tersusun 

100% 100% 100% 

 

Dalam rangka mendukung tercapainya program tersebut maka Sekretariat Dinas 

Kesehatan Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan kegiatan dengan target kinerja 

yang telah tercapai 100%, namun ada satu indikator yang belum mencapai target yaitu 

Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas 

(SIMPUS), target 80% dengan realisasi 70%, hal ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan 

tenaga pengelola SIMPUS yang belum semua terlatih, sarana prasarana SIMPUS belum 

mendukung optimal di setiap ruang pelayanan, sistem jaringan baik intranet maupun 

internet di setiap puskesmas belum optimal selain itu menu dalam sistem aplikasi 

SIMPUS perlu dilakukan maintenance/upgrade sesuai dengan kebijakan baru oleh 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu berpedoman pada ketentuan Sistem 

Informasi Puskesmas (SIP) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas.  

Capaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 – 2021 

adalah sebagai berikut : 

Indikator Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target 2021 

Nilai SAKIP 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Nilai SAKIP atas 

Kinerja Tahun 

2017 sebesar 

62,8 (B) 

Nilai SAKIP 

atas Kinerja 

Tahun 2018 

sebesar 60,45 

(B) 

Nilai SAKIP 

atas Kinerja 

Tahun 2019 

sebesar 

74,3 (BB) 

Nilai SAKIP 

atas Kinerja 

Tahun 2020 

sebesar 

69,79 (B) 

B (Nilai 

Minimal 60) 

 

Dari Tabel di atas Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara mengalami 

penurunan dari Tahun 2020. Pada Tahun 2017 dilakukan evaluasi SAKIP Tingkat 
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Kabupaten atas kinerja Tahun 2016 , diperoleh Nilai SAKIP sebesar 50,99 dengan 

kategori (CC). Pada Tahun 2018 dilaksanakan evaluasi SAKIP Tingkat Kabupaten atas 

kinerja tahun 2017, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 62,80 (B) dengan interpretasi 

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen  kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Pada Tahun 2019 dilaksanakan evaluasi 

SAKIP Tingkat Kabupaten atas kinerja tahun 2018, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 60,45 

(B). Pada Tahun 2020 dilaksanakan evaluasi SAKIP Tingkat Kabupaten Atas Kinerja 

Tahun 2019, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 74,35 kategori BB atau sangat Baik, 

interpretasi akuntabel, berkinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja yang 

andal. Pada Tahun 2021 dilaksanakan evaluasi SAKIP tingkat Kabupaten Atas Kinerja 

Tahun 2020, diperoleh Nilai SAKIP sebesar 69,79 kategori B dengan interpretasi  

akuntabilitas  kinerjanya  sudah baik, memiliki  sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 

Nilai SAKIP Dinas Keehatan Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 mengalami 

penurunan dari Tahun 2020 , hal ini dipengaruhi proses peningkatan komitmen dan 

berbenah terhadap implementasi SAKIP disemua aspek.  

Pada Aspek Perencanaan Kinerja Renstra  belum direviu  secara berkala, review 

renstra dilakukan 2 tahun sekali terakhir pada tahun 2019 sehingga review renstra 

dilaksanakan pada tahun 2021, pada aspek pengukuran kinerja telah berupaya lebih baik 

dari tahun sebelumnya dalam pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran 

kinerja, namun  Hasil  pengukuran kinerja  tingkat  eselon  IV  keatas  belum  

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment, dan Dokumen  

penganggaran belum  mencantumkan  IKU  sebagai   ultimate  outcome.  

Pada aspek Pelaporan Kinerja telah menyusun dokumen pelaporan kinerja yang 

informasi mengenai kinerja yang dimana telah diperjanjikan dan pembandingan realisasi 

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, namun belum menyajikan Data dan analisis 

efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan dan Data dan analisis keterkaitan capaian 

target dengan realisasi anggaran. 

Pada aspek evaluasi internal telah mengimplementasikan evaluasi internal atas 

pencapaian  kinerja, baik dalam bentuk pemantauan/monitoring atas pencapaian    

kinerja   beserta   hambatannya,    evaluasi   program   dan   evaluasi    atas pelaksanaan 

rencaoa aksi. Namun  demikian evaluasi internal yang dilaksanakan  belum memberikan   

inforrnasi  mengenai  keberhasilan  program  serta  rekomendasi/altematif saran  

perbaikan  untuk  peniogkatan  kinerja,  dan  belum  berdampak  pada  perbaikan 

capaian kinerja  setiap periode. 

Aspek Pencapaian Kinerja telah memenuhi pencapaian kinerja yang bersifat output 

dan outcome. 

Adapun kendala yang mempengaruhi adalah komitmen dalam implementasi sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah seluruh jajaran di Dinas Kesehatan yang 
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masih perlu ditingkatkan secara terus menerus dan konsisten, sistem aplikasi SAKIP yang 

belum optimal, kurangnya data dan dokumen dukung dalam implementasi SAKIP. 

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain terus melakukan upaya 

pembenahan pada setiap komponen manajemen kinerja antara lain Perencanaan 

Kinerja, melaksanakan review renstra dan IKU, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

Evaluasi Internal, dan pencapaian sasaran organisasi, serta penguatan Tim SPIP Dinas 

Kesehatan, telah melaksanakan review renstra sebagai bagian dari komponen 

perencanaan kinerja, pembentukan tim penyusun laporan ikhtisar kinerja yang memiliki 

tugas dalam menyusun perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja), monitoring dan 

evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali dan semester, menyusun pelaporan kinerja serta 

membangun sistem aplikasi integrasi yang dapat memuat fungsi perencanaan, evaluasi 

dan Pelaporan. 

Upaya yang dilaksanakan adalah penguatan dalam implementasi SAKIP, 

Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kinerja, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 

kinerja, dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Adapun Pertemuan-

pertemuan internal dalam perencanaan, monitoring, evaluasi dan perencanaan  

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran 

sebesar Rp. 160.230.487.918,- realisasi sebesar Rp.127,321,934,164,- atau 80% dan 

realisasi fisik sebesar 91%. Kegiatan telah terlaksana yaitu pertemuan penyusunan 

laporan capaian kinerja akhir tahun instansi pemerintah, monitoring capaian kinerja 

setiap triwulan dan semester, sehingga komunikasi dan koordinasi dilaksanakan melalui 

media jejaring sosial dan pertemuan namun tidak full, pendampingan musrenbang 

tingkat kecamatan, pendampingan lokakaryamini kesehatan lintas sektor tiap kecamatan 

melalui daring, monitoring kegiatan setiap triwulan baik kegiatan yang ada di Dinas 

Kesehatan, namun ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Rapat kerja Kesehatan 

Daerah (Rakerkesda) hal ini dikarenakan kesulitan waktu dalam teknis kegiatan terkait 

Narasumber dan kegiatan lainnya, dan pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan 

masyarakat, solusi yang akan dilakukan di Tahun 2021 adalah meningkatkan 

perencanaan pelaksanaan Rakerkesda setelah Rakerkesnas berlangsung. 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat khususnya untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan 

secara Terintegrasi sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan alokasi 

anggaran Rp. 112.012.400,- dengan realisasi sebesar Rp.105.928.441,- (94,5%) dengan 

realisasi fisik sebesar 100%. 

Jumlah Puskesmas yang sudah terinstal Simpus berbasis Web 35 Puskesmas, 

dengan target  35 puskesmas,  terealisasi 35 puskesmas, sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 100% dan dan pelatihan simpus bagi petugas di UPTD Puskesmas. 

Sasaran 4 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
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Dalam rangka mencapai sasaran ke empat yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan 

Masyarakat di ukur dengan 4 (Empat) indikator yaitu: 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

TARGET 
TAHUN 2021 

REALISASI 
CAPAIAN 
KINERJA 

1 Meningkatk
an Derajat 
Kesehatan 

Masyarakat 

Menurunya Angka 
Kematian Ibu 
(AKI) 

122,9/100.000 
KH 

287,1/100.000 
KH 

0% 

Menurunnya 

Angka Kematian 
bayi 

13,23/1.000 KH 12,81/1.000 KH 103,1% 

Menurunnya 
Angka Kematian 

Balita 

15,07/1.000KH 15,05/1.000 KH 101% 

Persentase Balita 
Stunting 

21% 22,7% 85% 

 

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator 

kinerja selama lima tahun adalah sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Utama 
Capaian Target 

2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Angka kematian ibu 137,6 58,75 139,8 123,9 287,1 

 
 

122,9 

Angka kematian bayi 13.36 14,10 12,14 11,67 12,81 13,23 

Angka Kematian Balita 15,14 16,12 13,73 13,24 15,05 
 

15,07 

Persentase Balita Stunting NA NA 23,7 23,05 22,7 21% 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi sasaran kinerja utama 

selama tahun 2021, tiga indikator yang ditetapkan belum ada yang mencapai target, 

baik AKI, AKABA, dan persentase balita stunting. Satu indikator ada yang capaian 

kinerjanya mengalami minus yaitu indikator Angka Kematian Ibu. Data selama lima thun 

terakhir kanaikan kasus pada tahun 2021 sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Tahun 2020 Angka Kematian Ibu 123,9/100.000 KH atau 19 kasus 

kematian dan jumlah kelahiran hidup 15.733, sedangkan pada tahun 2021 terjadi 

lonjakan kasus yang sangat tinggi yaitu 41 kasus dan terjadi penurunan jumlah kelahiran 

hidup yaitu 14.283 atau 1.450 bayi. Angka Kematian Ibu tahun 2021 secara angka 

adalah 287,1/100.000 KH dengan target pada tahun 2021 122,9/100.000 KH. 

Penyebab utama kematian ibu adalah kehamilan dengan terkonfirmasi covid 19 

yaitu sebanyak 26 kasus, kemudian perdarahan 6 kasus, pre eklamsia 2 kasus, infeksi 1 

kasus, penyakit jantung 1 kasus dan lain-lain 5 kasus. Penyebab lain-lain disebabkan 

oleh karena lupus, gagal ginjal, pneumonia dan suspect covid 19. 

Kematian ibu yang disebabkan oelh penyebab langsung sebanyak 9 kasus yaitu 6 

kasus perdarahan, pre eklamsia 2 kasus, dan 1 infeksi. Penyebab kematian ibu yang 
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disebabkan karena penyebab tidak langsung sebanyak 33 kasus dan didominasi oleh 

terkonfirmasi covid 19 

Masih tingginya kasus kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) yang 

menyertai ibu saat hamil, penyebab tidak langsung sebagian besar dikarenakan ibu saat 

hamil  terkonfirmasi covid. Masa pandemi berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil, 

dimana masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dan menerapkan protokol 

kesehatan. Kehamilan sendiri menurut para pakar merupakan comorbid, karena saat 

seseorang hamil akan mengalami perubahan dalam sistem tubuhnya diantaranya 

menurunnya imunitas sehingga mudah terinfeksi, diantaranya covid 19. Perilaku dari 

anggota keluarga terdekat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sangat 

berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu hamil, selain itu pada awal tahun sampi 

pertengahan tahun 2021 belum ada kebijakan atau penelitian yang membuktikan 

vaksinasi covid 19 aman diberkan pada ibu hamil. Masalah lain yang muncul setelah 

ada kebijakan dan edaran dari POGI tentang vaksinasi untuk ibu hamil adalah dukungan 

dari suami dan keluarga terhadap vaksinasi ibu hamil masih kurang, bahkan ada yang 

tidak mengijinkan. Masalah-masalah sosial yang masih berpengaruh terhadap kematian 

ibu yaitu ketakutan masyarakat berkunjung ke fasilitas kesehatan dimasa pendemi, takut 

dengan hasil pemeriksaan screening covid 19 dan stigma yang akan diterima jika hailnya 

positif, hal ini ditunjukkan adanya kematian ibu dirumah sebanyak 1 kasus dengan 

suspect covid 19 dan 2 kasus meninggal di Puskesmas dengan covid 19 dan suspect 

covid 19.  

Penyebab kematian karena perdarahan sebanyak 6 kasus, dimana penyebab 

terbanyak adalah solusio plasenta. Kasus perdarahan pada ibu hamil, ibu bersalin dan 

ibu nifas dipengaruhi berbagai faktor diantaranya yaitu status gizi ibu selama hamil, usia 

ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, paritas ibu, jarak persalinan dan proses 

persalinan dengan partus lama. Pada kasus perdarahan diperlukan deteksi dini faktor 

resiko yang lebih maksimal, sehingga saat ditemukan faktor resiko maka dapat diambil 

langkah untuk menangani faktor resikonya dan mengantispasi terjadinya kompliksi saat 

persalinan. 

Selain masalah diatas belum semua ibu hamil memiliki jaminan pembiayaan, 

sebagian besar pendidikan ibu hamil belum memenuhi pendididikan dasar 9 tahun yang 

ditetapkan pemerintah, adanya masalah gizi pada remaja putri serta ibu hamil dan masih 

tingginya kasus pernikahan dini   (kehamilan < 17 tahun) di tingkat masyarakat. 

Keterbatasan tenaga, sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas PONED dan 

Rumah Sakit PONEK wilayah Kabupaten Banjarnegara. Terbatasnya tenaga, sarana dan 

prasarana Rumah Sakit PONEK juga merupakan kendala karena pada waktu-waktu 

tertentu banyak kasus kegawatdaruratan  maternal harus dirujuk keluar  wilayah 

untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. 
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Masalah lain yang   juga mempunyai pengaruh   terhadap tingginya kematian ibu 

antara lain adalah masih adanya petugas kesehatan yang belum maksimal melakukan 

deteksi risiko tinggi pada ibu hamil dan pada masa nifas, belum semua Puskesmas 

memberikan Pelayanan ANC teringrasi secara optimal, dan juga diperlukan peningkatan 

kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan 

neonatal. Selain itu, di tengah keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas, terdapat 

beberapa tenaga bidan, baik bidan Puskesmas maupun bidan di desa yang diberikan tugas 

tambahan untuk memegang beberapa program sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

kinerja bidan menjadi kurang maksimal. 

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) selama lima tahun 

terakhir menunjukkan bahwa data kematian bayi dan balita masih fluktuatif. Pada tahun 

2021 jumlah kasus kematian bayi bertambah dibandingkan pada tahun 2020, yaitu pada 

tahun 2020 174 kasus dan pada tahun 2021 183 kasus. Kematian bayi jika dituangkan 

dalam angka pada tahun 2021 adalah 12,81/1000 KH lebih tinggi dobandingkan dengan 

tahun 2020 yaitu 11,67/1000 KH, meskipun jika dilihat secara target masih dibawah 

target yaitu 13,23/100 KH dan artinya sudah memenuhi target sesuai yang ditetapkan 

dalam renstra Kabupaten Banjarnegara. Penyebab kematian bayi tahun 2021 antara lain 

BBLR 49 kasus. Asfiksia 43 kasus, kelainan kongenital 24 kasus, infeksi 11, pneumonia 

5, Covid 3, diare 2, ikterus 1, lain-lain 44 kasus disebabkan lain-lain, penyebab lain 

diantaranya aspirasi, kecelakaan, dan keganasan. Adapun penyebab kematian balita 

yaitu ISPA, diare, kelainan kongenital, keganasan, infeksi dan tenggelam. 

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan penyebab kematian bayi 

tertinggi di Kabupaten Banjarnegara. Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir 

dengan berat badn lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan Berat 

Lahir adalah berat badan bayi baru lahir yang ditimbang sejak 0-24 jam setelah kelahiran. 

Adanya persalinan perterm (belum cukup kehamilan), persallinan gemelli (kembar) 

menyebabkan bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gr. Bayi baru lahir yang berat 

badannya kurang atau sama dengan 2500 gram disebut low birth weight infant (BBLR), 

karena morbiditas dan mortalitas neonatus tidak hanya bergantung pada berat badannya 

tetapi juga pada tingkat kematangan (maturitas) bayi tersebut.  

Definisi WHO tersebut dapat disimpulkan secara ringkas bahwa bayi berat lahir 

rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. BBLR 

mempunyai resiko mengalami kematian neonatal sebanyak 2 kali dibandingkan dengan 

bayi yang tidak mengalami BBLR. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian BBLR 

antara lain status gizi ibu seperti KEK dan anemia, penyakit yang menyertai ibu selama 

hamil sepreti malaria, infeksi menular seksual, hipertensi, HIV/AIDS, TORCH, penyakit 

jantung, usia ibu saat hamil masih terlalu muda kurang dari 20 tahun, jarak kehamilan 

terlalu dekat, ibu dengan riwayat melahirkan BBLR, aktivitas ibu hamil yang berlebihan 

dan beberapa faktor sosial adanya perkawinan yang tidak syah. BBLR memerlukan 
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perawatan khusus karena mempunyai permasalahan yang banyak sekali pada sistem 

tubuhnya disebabkan kondisi tubuh yang belum stabil, hal ini membutuhkan sarana dan 

prasarana yang lengkap dan penanganan yang kompetensi untuk perawatan BBLR. 

Pemenuhan sarana prasarana untuk perawatan BBLR baik ditingkat Puskesmas maupun 

Rumah Sakit masih diperlukan, seperti perawatan BBLR saat bayi baru lahir, stabilsasi 

untuk pra rujukan dan perawatan ditingkat rujukan. Perawatan BBLR selain dengan 

pemenuhan sarana prasarana juga dapat menggunakan Perawatan dengan Metode 

Kanguru, PMK merupakan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang paling 

mendasar yaitu kehangatan, air susu ibu,perlindungan dari infeksi, stimulasi, 

keselamatan dan kasih sayang. Metode ini merupakan salah satu teknologi tepat guna 

yang sederhana, murah dan sangat dianjurkan untuk perawatan BBLR. Metode kanguru 

tidak hanya sekedar menggantikan peran inkubator, namun juga memberikan berbagai 

keuntungan yang tidak dapat diberikan incubator, terbukti dapat menurunkan kejadian 

infeksi, penyakit berat, masalah menyusui dan ketidakpuasan ibu serta meningkatkan 

hubungan antara ibu dengan bayi. 

Jumlah kasus Kematian Balita pada tahun 2021 215 kasus, jumlah ini lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2020 yaitu 203 kasus dan secara angka (AKABA) juga mengalami 

kenaikan yaitu pada tahun 2020 13,24/1000 KH dan tahun 2021 15.05/1000 KH. 

Penyebab kematian balita tertinggi adalah karena lain-lain yaitu 69 kasus. Penyebab 

kematian Balita lain-lain diantaranya 15 kelainan  kongenital (PJB), 8 tenggelam, 7 

aspirasi, 6 hydrocephalus,5 meningitis, 5 Kejang demam sederhana, 4 sepsis, 2 

gangguan nafas, 2 ilius, 2 megacolon, 2 atresia ani dan infeksius, 1 post op colostomi, 

1 tumor otak, 1 kelainan usus, 1 infeksi CMV, 1 infeksi hati, 1 Hipotermia, 1 infeksi SSP. 

1 kelainan lambung, 1 dehidrasi berat, 1 HIV dari Ibunya, 1 korban tanah longsor, 1 

suspek difteri, 1 tumor paru, 1 BrPn, 1 kelainan syaraf. Kelainan kongenital merupakan 

penyebab paling banyak, hal ini berhubungan dengan kondisi ibu selama hamil dan faktor 

janin. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemenuhan nutrisi selama hamil seperti 

pemberian Asam Folat, Fe, Zink dan iodium dan screening TORCH pada ibu hamil. 

Capaian kinerja yang sudah mencapai atau melebihi target adalah AKB, hal  ini 

dipengaruhi oleh semakin  tingginya  kesadaran masyarakat dalam melakukan 

pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan keseshatan, semakin tingginya komitmen 

pemberi pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya penanganan kasus 

kegawadaruratan pada bayi baru lahir. Kegiatan pertemuan oriantasi manajemen BBLR, 

Orientasi APN dan Orientasi penggunaan Buku KIA revisi 2020, Pembentukan SK Tim 

Pokja Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banjarnegara. Unsur keanggotaan Tim 

Pokja Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banjarnegara adalah diantaranya adalah 

dokter spesialis anak dan obsgyn. Dokter spesialis anak dan obsgyn memliki 

tanggungjawab sebagai dokter konsulan sesuai pembagian wilayah binaannya. 

Fasilitasi dokter spesialis ke pelayanan tingkat dasar, upaya pencegahan komplikasi 
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neonatal, dan semakin baiknya pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan yang 

mendukung pelayanan kasus kegawatdaruratan neonatal. Selain itu, didukung juga oleh 

terjalinnya komunikasi yang baik melalui pengembangan jejaring pelayanan-kesehatan 

mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan rujukan.  

Dalam rangka pencapaian target sasaran ke-4 yang telah ditetapkan  didukung 

dengan 4 program yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya 

kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, 

program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan. 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

alokasi anggaran sebesar Rp. 99.797.578.060,-  realisasi sebesar Rp. 78.346.997.442,- 

atau 78,51% dan realisasi fisik sebesar 91,8%. Program ini mempunyai 34 indikator 

kinerja program yaitu :  

1. Persentase fasilitas bangunan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas 

pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014.  

Pada Tahun 2021 Persentase fasilitas bangunan sarana dan prasarana 

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 

75/2014 target 45% terealisasi 28,6%. Hal ini dipengaruhi oleh Adanya standar baru 

terkait standar fasilitas bangunan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas 

pembantu dan jaringannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, terkait ketentuan 

standar bangunan sarana dan prasarana pada puskesmas/ puskemas pembantu dan 

jaringannya. Berikut kami sajikan daftar kondisi bangunan sarana dan prasarana 

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar Permenkes Nomor 

43 Tahun 2019. 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Pemenuhan Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase fasilitas 

bangunan sarana 
dan prasarana 

puskesmas/ 
puskemas 
pembantu dan 

jaringannya sesuai 
standar permenkes 

75/2014  

45% 28.6% 64% 

 

Jika dibandingkan selama tiga tahun terakhir capaian indikator program 

sebagai berikut: 
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Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

2019 2020 2021 
Target Tahun 

2021 

Persentase fasilitas bangunan, 
sarana dan prasarana 
puskesmas/puskesmas pembantu 

dan jaringannya sesuai standar 
permenkes Nomor 75 Tahun 
2014 

75% 75% 28.6% 45% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa trend selama tiga tahun 

terakhir capaian Persentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 

Nomor 75 Tahun 2014 pada Tahun 2021 ialah menurun. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh pembangunan puskesmas yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus 

mempersyaratkan kepemilikan tanah merupakan milik/asset pemerintah serta 

dalam pelaksanaannya tidak boleh bersamaan dengan kegiatan survey akreditasi. 

Namun pada Tahun 2021 kegiatan survey akreditasi pun tidak dapat terlaksana 

dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

terkait pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. 

Berikut kami sajikan daftar kondisi bangunan sarana dan prasarana 

Puskesmas/ Puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. 

NO. 
UPTD 

Puskesmas 
Jaringannya (Puskemas 

Pembantu) 
Kondisi (Standar/tidak 

Standar 

1 SUSUKAN 1  Standar 

  Gumelem Wetan Tidak Standar 

  Berta Tidak Standar 

2 SUSUKAN 2  Tidak standar 

3 PURWAREJA 
KLAMPOK 1 

 Tidak Standar 

4 PURWAREJA 
KLAMPOK 2 

 Tidak Standar 

  Kecitran Standar 

5 MANDIRAJA 1  Tidak Standar 

  Kaliwungu Tidak Standar 

  Kertayasa Tidak Standar 

6 MANDIRAJA 2  Tidak Standar 

  Glempang Tidak Standar 

  Panggisari Tidak Standar 

7 PURWONEGORO 1  Tidak Standar 

  Parakan Tidak standar 

  Gumiwang Tidak Standar 

8 PURWONEGORO 2  Standar 

  Pucung Bedug Tidak Standar 

9 BAWANG 1  Tidak Standar 

10 BAWANG 2  Tidak Standar 

  Majalengka Tidak Standar 

  Kutayasa Tidak Standar 
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NO. 
UPTD 

Puskesmas 
Jaringannya (Puskemas 

Pembantu) 
Kondisi (Standar/tidak 

Standar 

  Masaran Tidak Standar 

11 BANJARNEGARA 1  Tidak Standar 

12 BANJARNEGARA 2  Tidak Standar 

  Sokanandi Tidak Standar 

13 PAGEDONGAN  Tidak Standar 

  Kebutuhduwur Tidak Standar 

14 SIGALUH 1  Standar 

  Bandingan Tidak Standar 

15 SIGALUH 2  Tidak Standar 

  Tunggoro Standar 

  Sawal Tidak Standar 

16 MADUKARA 1  Standar 

  Karanganyar  Tidak Standar 

17 MADUKARA 2  Tidak Standar 

  Petambakan  Standar 

18 BANJARMANGU 1   

19 BANJARMANGU 2  Standar 

  Beji Tidak Standar 

20 WANADADI 1  Tidak Standar 

  Tapen Standar 

21 WANADADI 2  Tidak Standar 

  Gumingsir Standar 

22 RAKIT 1  Tidak Standar 

  Pingit Standar 

23 RAKIT 2  Standar 

24 PUNGGELAN 1  Tidak Standar 

  Kecepit Standar 

  Jembangan Tidak Standar 

25 PUNGGELAN 2  Tidak Standar 

  Tlaga Tidak Standar 

26 KARANGKOBAR  Tidak Standar 

  Karanggondang Tidak Standar 

  Binangun Tidak Standar 

27 PAGENTAN 1  Tidak Standar 

  Majasari Standar 

28 PAGENTAN 2  Standar 

29 PEJAWARAN  Tidak Standar 

  Gembol Tidak Standar 

  Sidengok Tidak Standar 

  Darmayasa Tidak Standar 

30 BATUR 1  Tidak Standar 

  Pekasiran Tidak Standar 

31 BATUR 2  Standar 

32 WANAYASA 1  Tidak Standar 

  Balun Tidak Standar 

  Pagergunung Tidak Standar 

  Bantar Tidak Standar 

33 WANAYASA 2  Standar 

34 KALIBENING  Tidak Standar 

  Kalisat Kidul Tidak Standar 

35 PANDANARUM  Standar 

  Lawen Standar 
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Upaya yang akan dilaksanakan tahun 2022 adalah penyelesaian pembangunan 

Puskesmas Pagentan 2, pembangunan pagar dan talud puskesmas batur 1, 

rehabilitasi/perbaikan gedung PONED 9 puskesmas : Puskesmas Banjarmangu 1, 

Puskesmas  Kalibening, Puskesmas Madukara 1, Puskesmas Klampok 1, Puskesmas 

Mandiraja 1, Puskesmas Mandiraja 2, Puskesmas Punggelan 1, Puskesmas 

Wanadadi 1 dan Puskesmas Rakit 1, rehabilitasi/perbaikan Puskesmas Pembantu 

Sidengok Pejawaran, Puskesmas Pembantu Sokanandi, dan pembangunan 

Laboratorium Kesehatan. 

Upaya yang akan di usulkan tahun 2023 adalah Pembangunan Puskesmas 

Punggelan 2, Rehabilitasi/perbaikan Puskesms Pejawaran, rehabilitasi/perbaikan 

Puskesmas Wanayasa 1, rehabilitasi/perbaikan Puskesmas Wanadadi 1, 

penyelesaian pembangunan Puskesmas Susukan 1, rehabilitasi/perbaikan poned 

Puskesmas Banjarnegara 2, penambahan gedung poned Puskesmas Bawang 2, 

Puskesmas Pembantu Pucungbedug, Puskesmas Pembantu Sawal, 

rehabilitasi/perbaikan rumah dinas Puskesmas Pwj klampok 1, rumah dinas 

Puskesmas Wanadadi 1 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 4 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas 

Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas mempunyai 2 indikator keluaran, 

yaitu : Jumlah pembangunan Puskesmas dengan target  3 unit, terealisasi 2 unit 

sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 67%. Jumlah pembangunan 

puskesmas pembantu target 2 unit terealisasi 2 unit sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 100%. 

Pembangunan Puskesmas Punggelan 2 tidak dapat terealisasikan 

dikarenakan adanya refokusing anggaran, sehingga anggaran tidak mencukupi 

untuk spesifikasi pembangunan puskesmas punggelan 2 (hanya tersisa 25% dari 

pagu awal), kemudian anggaran tersebut dioptimalisasikan untuk mendukung 

pembiayaan masyarakat miskin. 

Pembangunan yang terealisasi adalah Penyelesaian Puskesmas Sigaluh 1 

dan Puskesmas Rakit 2, serta pembangunan Puskesmas Pembantu Kecitran dan 

Puskesmas Pembantu Tapen.  

 

2) Sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan 

Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan mempunyai 2 indikator keluaran, yaitu : jumlah IPAL yang terpenuhi, 

dengan target  1 unit IPAL terealisasi 0 Unit IPAL,  sehingga mempunyai capaian 
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kinerja sebesar 0%. Dan jumlah Antropomteri yang terpenuhi, dengan target 350 

unit terealisasi 350 unit (setiap UPTD Puskesmas mendapat 10 Unit).  

Terkait pengadaan IPAL yang tidak terealisasi hal ini dikarenakan pihak 

rekanan kurang teliti terhadap spesifikasi yang diajukan, sehingga rekanan 

melakukan penawaran dengan harga rendah, kemudian pada saat akan 

pelaksanaan pengadaan IPAL, pihak rekanan tidak sanggup dengan harga 

penawaran yang telah pihak rekanan ajukan, dan Tender ulang tidak dapat 

dilaksanakan karena keterbatasan waktu. 

 

3) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan  

Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Persentase 

Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, 

dengan target  4 jenis, terealisasi 2 jenis sehingga mempunyai capaian kinerja 

sebesar 50%. Adapun yang terealisasi adalah alat kedokteran gigi berupa Dental 

unit sebanyak 5 buah dan Alat Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak berupa 

incubator transport sebanyak 6 buah.  

Alat penyimpan vaksin tidak terealisasi karena penyedia mengalami putus 

kerjasama dengan prinsipal/produsen, sehingga kontrak tidak dapat 

dilaksanakan oleh penyedia, alat suction gigi tidak terealisasi karena penetapan 

pergeseran APBD terlambat, sehingga tidak cukup waktu untuk proses 

pengadaan. 

 

4) Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi mempunyai 1 

(satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi 

oleh pihak III, dengan target  3 kali pemeliharaan alat kalibrasi,  terealisasi 1 kali 

pemeliharaan alat kalibrasi sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 33%.  

Adapun 3 kali yang dimaksud meliputi kalibrasi alat kesehatan yang ada di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Puskesmas dan Gudang 

Farmasi, Namun alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten yang dapat di 

kalibrasi. Hal ini dikarenakan pemberlakuan PPKM sehingga pihak ke III Dan 

Kalibrasi Yogyakarta tidak dapat melakukan kalibrasi Alat kesehatan di Kabupaten 

Banjarnegara dan penetapan pergeseran anggaran di akhir bulan NO.vember 

sehingga tidak cukup waktu untuk kalibrasi alat kesehatan 

 

2. Persentase ketersediaan obat esensial  

Persentase ketersediaan obat esensial target 100% terealisasi 93,3% 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% 

Capaian 
Kinerja 
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Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan 

Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

persentase 

ketersediaan obat 

esensial di 

puskesmas 

100% 93.3% 93.3% 

 

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian Kinerja 

2021 

Target 

2021 

persentase ketersediaan 

obat esensial di 

puskesmas 

96% 96% 93.3% 100% 

 

Jika dibandingkan selama tiga tahun terakhir maka capaian menurun pada tahun 

2021, karena dari  45 jenis obat dan vaksin esensial yang harus tersedia, terdapat 3 

item obat yang tidak bisa terpenuhi secara penuh dalam 12 bulan, di bulan Juli 

terdapat kekosongan obat akibat adanya penghentian produksi dari penyedia.  

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 3 sub kegiatan, yaitu : 

1. Sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin 

Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin mempunyai 1 ( satu ) indikator 

keluaran, yaitu : Jumlah paket pengadaaan obat-vaksin target 2 paket terealisasi 

2 paket sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 33%.  

Adapun Dari 45 jenis obat essensial yang harus tersedia secara penuh 

selama 12 bulan, ada 3 macam obat yang tidak bisa terpenuhi lengkap, yaitu 

dexametason, adrenaline, albendazole. 

Hal ini dipengaruhi oleh Selama pandemi covid-21, obat-obat tersebut tidak 

ada di pasaran, Adanya kebijakan refokusing anggaran dan perubahan 

pemetaan program dan kegiatan yang berlangsung lama, mengakibatkan 

penundaan proses pengadaan, pemberlakuan SIPD pada saat penyusunan DPA 

membuat belanja menjadi kurang fleksibel karena bersifat rinci, sehingga tidak 

bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di pelayanan. 

2. Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai 

Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai mempunyai 1 ( satu ) indikator 

keluaran, yaitu : Persentase pengadaan BMHP target 2 paket terealisasi 2 paket 

sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. 

3. Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin , BMHP, Makanan dan 

Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 

Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin , Makanan dan 

Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya mempunyai 1 ( satu ) indikator 

keluaran , yaitu : Jumlah paket distribusi obat dan vaksin ke Puskesmas target 

4 paket distribusi terealisasi 4 paket distribusi sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 100%. 
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Pengiriman obat dan BMHP dapat dikerjakan secara tepat waktu, setiap 

bulan genap, dengan melakukan kerjasama dalam PT POS INDONESIA untuk 

pengiriman ke 35 UPTD Puskesmas. Terkait distribusi vaksin masih dilakukan 

secara mandiri oleh Gudang Famasi untuk tetap menjaga kualitas rantai dingin, 

namun belanja perjalanan dinas untuk petugas tidak bisa dicairkan karena tidak 

memenuhi persyaratan lebih dari 8 jam 

Adapun upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2022 adalah realokasi obat 

dari beberapa Puskesmas yang masih mempunyai persediaan dialihkan ke 

Puskesmas yang mengalami kekosongan. Pengadaan obat dan vaksin serta 

pengadaan Bahan Medis Habis Pakai untuk memenuhi kebutuhan 35 Puskesmas 

yang ada di Banjarnegara. 

Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata dan terjangkau masyarakat khususnya dalam menjamin 

ketersediaan termasuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita serta 

penanganan stunting dengan menjamin Pengunaan obat sesuai formularium 

kabupaten,  optimalisasi Pelaksanaan  manajemen pengelolaan  obat dan vaksin  

sesuai  standar,  Penyediaan obat dan  vaksin  essensial  di  Puskesmas  seperti 

Penyediaan obat-obatan program kesehatan ibu dan anak untuk 

kegawatdaruratan materal seperti Calsium Gluconas, Methylergometrin, 

Oksitosin Injeksi, MGSO4 Injeksi. Penyediaan suplementasi multivitamin bagi ibu 

hamil, Penyediaan obat-obatan program Gizi untuk pencegahan dan pemulihan 

bayi balita stunting seperti zink, mineral mix dan vit A, Penyediaan obat-obatan 

program Penyakit menular yang beresiko menyebabkan morbiditas dan 

mortalitas ibu hamil, bersalin serta bayi balita. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan Kegiatan 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (SPM) 

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (SPM) 

target 89% dan realisasi 87%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

persentase ibu hamil 

yang mendapatkan 
pelayanan sesuai 
standar (SPM) 

89% 87% 98% 
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Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

2021 

Target 
2021 

persentase ibu hamil yang 

mendapatkan pelayanan sesuai 
standar (SPM) 

89% 88.6% 87% 89% 

 

Jika dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami penurunan. 

Permasalahan tidak tercapainya indikator diatas disebabkan adanya ibu hamil akses 

(kontak dengan tenaga kesehatan lebih dari 12 minggu) sebanyak 1.027 ibu hamil 

(6,5%), persalinan preterm 378 (2,4%), abortus 407 (2,6%) dan 230 (1,4%) belum 

saatnya masuk K4. 

Upaya yang dilakukan adalah kegiatan orientasi buku kesehatan ibu dan anak revisi 

2020 untuk bidan koordinator dan dokter di semua puskesmas wilayah Kabupaten 

Banjarnegara, dimana dengan tersampaikannya buku kesehatan ibu dan anak revisi 

2020 maka akan meningkatkan pelayanan ibu hamil secara kuantitas dan juga secara 

kualitas.  

Pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak revisi 2020 secara maskismal juga akan 

meningkatkan deteksi dini pada ibu hamil, sehingga dapat diberikan tatalaksana dan 

pengelolaan yang tepat pada ibu hamil yang memiliki faktor resiko yang akan 

berpengaruh pada persalinan preterm dan juga abortus. Sweeping ibu hamil melalui 

kunjungan rumah dengan melibatkan kader, tokoh masyarakat dan dukun bayi. 

Pelaksanaan kelas ibu hamil dengan memberikan materi tentang kehamilan yang aman 

dan sehat, pelaksanaan antenatal care terintegrasi  disemua puskesmas yang ada di 

Kabupaten  Banjarnegara,  peningkatan kinerja bidan di desa melalui pertemuan 

monitoring dan evalusi bidan di desa, pertemuan lintas program dan lintas sektor 

tentang kesehatan ibu dan anak. 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mempunyai 1 ( 

satu ) indikator keluaran, yaitu : Persentase penanganan Komplikasi Maternal 

target 100% terealisasi 99%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 99%.  

Hal ini dipengaruhi oleh terdapat kasus dua kematian ibu yang meinggal 

sebelum dilakukan penanganan. Kuatnya stigma dan rasa takut yang dialami oleh 

masyarakat termasuk ibu hamil dimasa pandemi berpengaruh pada kunjungan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua ibu yang meninggal sebelum mendapatkan 

penanganan adalah ibu probable. 

2) Persentase  ibu  bersalin  mendapatkan  pelayanan  sesuai standar Persentase  ibu  

bersalin  mendapatkan  pelayanan  sesuai standar, target 99% dengan realisasi 

97,7%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 

Persentase  ibu  

bersalin  mendapatkan  

99% 97.7% 99% 
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

pelayanan  sesuai 
standar 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Persentase  ibu  bersalin  
mendapatkan  pelayanan  

sesuai standar 

98,6% 98,1% 97,7% 99% 

 

Jika dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami penurunan, 

Permasalahan tidak tercapainya indikator diatas disebabkan adanya ibu yang 

melahirkan dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak sesuai standar 

sebanyak 168 kasus (1,2%) seperti di Praktek Mandiri Bidan, Poskesdes  dan 

melahirkan sendiri 96 kasus (0,6%) serta melahirkan dengan dukun sebanyak 12 kasus 

(0,1%). 

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan NO.rmal dan persalinan 

komplikasi Upaya yang dilakukan adalah pertemuan Orientasi asuhan persalinan 

NO.rmal bagi pengelola persalinan dan beberapa klinik pratama dan klink utama di 

wilayah Kabupaten Banjarnegara, namun belum semuanya di ikutkan dalam kegiatan 

tersebut. Fasilitas kesehatan Praktik Mandiri Bidan juga belum diikutkan kegiatan 

Orientasi asuhan persalinan Normal.  

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mempunyai 2 

indikator keluaran yaitu : Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 

target 99% terealisasi 97%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 98%. 

Hal ini dipengaruhi oleh terdapat ibu yang melahirkan dengan tenaga kesehatan 

namun tidak di fasilitas kesehatan yang sesuai standar sebanyak 209 kasus 

(1,5%). Persalinan dengan tenaga kesehatan NO.n fasilitas pelayanan kesehatan 

terdapat di pelayanan PMB baik PMB luar wilayah maupun dalam wilayah 

Kabupaten, dirumah pasien saat pasien sudah pembukaan lengkap kemudian 

memanggil bidan kerumahnya, bersalin di dalam mobil saat melakukan rujukan.  

Persalinan dengan tenaga kesehatan namun tidak di fasilitas kesehatan 

merupakan hal yang seharusnya manjadi tindaklanjut dari Puskesmas bersama 

organisasi dalam pembinaan jejaring yang ada dalam wilayahnya. Cakupan 

Pelayanan Nifas target 98,5% terealisasi 91%, sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 92%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kematian ibu sebelum 

dilakukan KF 3 yaitu sebanyak 21 kasus sehingga berpengaruh pada capaian 

kunjungan nifas. Kematian ibu yang tidak dapat mencapai KF 3 adalah ibu yang 

meninggal saat melahirkan dan masa nifas kurang dari 29 hari. 
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Upaya lainnya yang dilakukan ditingkat Puskesmas adalah pertemuan dukun 

bayi. Pelaksanaan kelas ibu hamil dengan memberikan materi tentang persalinan 

yang aman dan sehat, pelaksanaan antenatal care terintegrasi disemua 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Banjarnegara, AMP sosial, Peningkatan 

kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan 

jejering Puskesmas melalui pembinaan jejaring dan penyeliaan fasilitatif oleh 

Puskesmas. Peningkatan kinerja bidan di desa melalui pertemuan monitoring dan 

evalusi bidan di desa, pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam 

menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 

3) Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase Bayi 

Baru Lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar target sebesar 98% terealisasi 

99,1%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 

Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase Bayi Baru 

Lahir mendapatkan 

pelayanan sesuai 

standar 

 

98% 99,1% 101% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase Bayi Baru Lahir 

mendapatkan pelayanan sesuai 

standar 

98% 98,3% 99,1% 98% 

 

Jika dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami 

peningkatan Pelayanan Bayi Baru Lahir sesuai standar sudah memenuhi target, 

namun jika dibandingkan dengan target SPM masih belum mencapai target yaitu 

100 %. Permasalahan belum dapat mencapai target SPM tidak tercapainya 

disebabkan adanya bayi yang meninggal sebelum usia 8 hari yaitu 99 bayi (0,6%) 

dan 26 belum masuk masa KN 3 sebanyak (0,2%). 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mempunyai 

1 indikator keluaran yaitu : Cakupan Kunjungan Bayi target 97% terealisasi 

103%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 106%.  

Upaya yang dilakukan adalah pertemuan Orientasi Manajemen Bayi Baru 

Lahir Rendah (BBLR) bagi pengelola persalinan dari semua Puskesmas yang ada 
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diwilayah Kabupaten Banjarnegara, AMP medis, pertemuan lintas program dan 

lintas sektor dalam menurunkan AKI dan AKB dan meningkatkan koordinasi 

lintas program dan lintas sektor untuk perbaikan sistem rujukan. Peningkatan 

kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui 

monitoring dan evaluasi Puskesmas. Upaya yang dilakukan ditingkat Puskesmas 

adalah pertemuan dukun bayi, pelaksanaan kelas ibu hamil dengan memberikan 

materi tentang persalinan yang aman dan sehat, perawatan Bayi Baru Lahir 

Rendah (BBLR), pelaksanaan antenatal care terintegrasi disemua Puskesmas 

yang ada di Kabupaten Banjarnegara. 

4) Persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar 

Persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar target 100% 

dengan realisasi 79,1%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya 
Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya 
Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase Balita 
mendapatkan 

pelayanan sesuai 
standar  

100% 79,1% 79,1% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase Balita mendapatkan 

pelayanan sesuai standar  

82% 55,4% 79,1% 100% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami fluktuatif, jika 

dibandingkan capaian tahun 2019 maka pada tahun 2020 turun signifikan karena 

selama masa pandemi kegiatan posyandu hanya berjalan beberapa kali 

pertemuan, sehingga mengakibatkan indikator pelayanan balita sesuai standar 

tidak terpenuhi. Namun pada Tahun 2021 berangsur pulih, kegiatan posyandu 

balita berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat namun belum bisa optimal 

hingga seluruh sasaran balita.  

Beberapa indikator pelayanan balita sesuai standar yaitu penimbangan balita 

sesuai standar minimal 8 kali, pemberian vitamin A minimal dua kali, SDIDTK 

minimal 2 kali, pelayanan MTBS pada balita sakit. Dari keempat indikator 

pelayanan kesehatan pada balita yang terpenuhi hanya pemberian vitamin A, 

adapun lainnya belum terpenuhi. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 
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1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita mempunyai 1 (satu) 

indikator keluaran, yaitu : Cakupan Kunjungan Balita, dengan target 80%, 

terealisasi 79%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 99%.  

Upaya yang dilakukan adalah Orientasi SDIDTK bagi Kader Pembangunan 

Manusia (KPM) dan guru PAUD bagi 10 Puskesmas yang diikuti 25 peserta dari 

setiap Puskesmas. Pengadaan SDIDTK Kit untuk 278 desa yang bertujuan untuk 

melengkapi sarana prasarana dalam pelaksanaan SDIDTK ditingkat Desa. 

Sosialisasi tentang pelayanan penimbangan tidak harus pada saat pelaksanaan 

posyandu namun dapat dilaksanakan di rumah tangga yang memiliki alat 

timbang, PKD, klinik atau PMB terdekat yang kemudian hasil dilaporkan ke Bidan 

Di Desa atau pembina wilayah, sosialisasi tentang pelayanan SDIDTK selama 

pandemi dapat dilakukan oleh ibu balita dirumah dan hasil dilaporkan ke Bidan 

di Desa atau pembina wilayah, pelayanan SDIDTK dilakukan bersamaan saat 

balita imunisasi booster. 

5) Persentase pelayanan lansia sesuai dengan standar  

Persentase pelayanan lansia sesuai dengan standar pada tahun 2021 sudah 

mencapai target 40% terealisasi 50,57%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase 

pelayanan lansia 
sesuai dengan 

standar 

40% 50,57% 126% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase pelayanan lansia 

sesuai dengan standar 

32,5% 29,2% 50,57% 40% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami fluktuatif jika 

dibandingkan capaian tahun 2019 maka pada tahun 2020 turun signifikan, namun 

berangsur meningkat di Tahun 2021. Namun begitu pelayanan Kesehatan lansia 

belum mencapai target yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM)  

yaitu 100%.  

Adapun kendala yang di alami dalam pencapaian SPM antara lain selama 

Tahun 2021 kegiatan Posyandu lansia belum sepenuhnya bisa berjalan karena 

adanya keterbatasan pertemuan (adanya aturan PPKM), belum ada regulasi 
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pelayanan Lansia di tingkat Kabupaten dan kurangnya dukungan dari pemerintah 

desa dalam penyelenggaraan posyandu lansia.  

Kemudian adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan lansia 

standar di Puskesmas yang belum terpenuhi. Jumlah Lansia KIT termasuk set 

pemeriksaan laborat yang dibutuhkan dalam pelayanan lansia standar masih 

kurang. Dari 35 Puskesmas hanya 17 Puskesmas yang memiliki Lansia Kit. Selain 

itu Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas yang menjadi kendala adalah 

pengelola program yang seringkali berganti mempengaruhi keberlangsungan 

program Lansia di Puskesmas sehingga Program pelayanan Lansia kurang 

maksimal. Kebijakan Kabupaten salah satunya percepatan Vaksinasi menyebabkan 

SDM Puskesmas lebih memprioritaskan kegiatan dalam rangka vaksinasi 

dibandingkan dengan kegiatan UKBM salah satunya posyandu Lansia.  

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  

mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : Persentase Skrining 

Kesehatan Lansia, dengan target 60%, terealisasi 50,57%, sehingga 

mempunyai capaian kinerja sebesar 84%. 

Telah dilakukan upaya integrasi skrining pelayanan kesehatan pada lansia 

dengan kegiatan vaksinasi lansia, namun belum bisa terlaksana dengan 

maksimal dikarenakan perlu waktu lebih lama pada pendampingan lansia saat 

mengisi kuesioner skrining kesehatan lansia, keterbatasan SDMK, adanya 

rantai dingin vaksin yang harus dikelola dan dijaga dengan baik. 

6) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar  

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar (SPM) target 50% dan realisasi sebesar 56,25%. Hasil 

pelayanan  kesehatan sebagian besar sasaran  anak sekolah kelas 1 dan kelas 7, 

belum meliputi seluruh anak usia pendidikan dasar atau (usia 7-15 tahun) baik 

yang sekolah maupun tidak bersekolah.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase anak usia 
pendidikan dasar 
yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

50% 56,25% 113% 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinkes 2021_____  45 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

2021 

Target 
2021 

Persentase anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai 

standar  

91,9% 41,6% 56,25% 50% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami fluktuatif jika 

dibandingkan capaian tahun 2019 maka pada tahun 2020 turun signifikan, namun 

berangsur meningkat di Tahun 2021. 

Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar merupakan salah satu 

indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi program 

wajib pemerintah daerah. Kegiatan pelayanan kesehatan pada anak usia 

pendidikan dasar  dilaksanakan melalui wadah Upaya Kesehatan Sekolah  (UKS).  

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 

mempunyai 3 indikator keluaran, yaitu : Persentase siswa kelas 1 yang diperiksa 

kesehatannya, dengan target 83%, terealisasi 83,58%, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 101%. Persentase siswa kelas 7 yang diperiksa 

kesehatannya dengan target 79%, terealisasi 87,28%, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 110%. Penguatan Lembaga TP UKS Tingkat Kabupaten 

dengan target 100%, terealisasi 100%, sehingga mempunyai capaian kinerja 

sebesar 100%. 

Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar meliputi kegiatan 

penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala dengan tujuan umum 

meningkatkan derajat kesehatan anak usia sekolah/remaja secara optimal 

dalam mendukung tumbuh kembang dan  proses belajar, sedangkan  tujuan 

khusus adalah  untuk mendeteksi dini masalah kesehatan,  tercukupinya data 

untuk menilai perkembangan anak usia sekolah/remaja  dan bahan 

pertimbangan  dalam program pembinaan sekolah/madrasah, ponpes, 

panti/lksa dan lapas/lpka serta dapat memanfaatkan data untuk perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi program anak usia sekolah/remaja dan 

proses belajar Pelayanan  kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan 

minimal sekali setahun dan setiap anak wajib mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar.  

Pandemi COVID-19 belum berakhir, kegiatan pelayanan kesehatan pada 

anak usia pendidikan dasar tidak dapat dilaksanakan 100%. Kebijakan 

pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah melalui pembelajaran jarak jauh 

atau luring maupun kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas dan kebijakan 
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vaksinasi merupakan salah satu penyebab kegiatan pelayanan kesehatan di 

sekolah tidak maksimal. 

 

7) Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar  

Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar (SPM) target 18% dan realisasi 31%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% 
Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase Orang 

usia 15-59 Tahun 
mendapatkan 
skrining kesehatan 

sesuai standar  

 

18% 31% 172% 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Persentase Orang usia 15-59 
Tahun mendapatkan 

skrining kesehatan sesuai 
standar  

9,9% 18,75% 31% 18% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami peningkatan. 

Tercapainya indikator diatas dipengaruhi telah berupaya pelayanan skrining secara 

terintegrasi pada saat pra vaksinasi covid-19 dengan skrining usia produktif, 

namun masih belum mencakup 100% sasaran usia produktif hal ini karena masih 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan posbindu 

yang sudah ada di semua desa/kelurahan, belum semua desa mempunyai 

peralatan posbindu kit baru ada 140 desa/kelurahan yang mempunyai posbindu 

kit dari 278 desa/kelurahan (50,3%), masih kurangnya peralatan bahan habis 

pakai laboratorium yaitu stik gula darah, sesuai dengan standar stik yang harus 

disediakan  dengan sasaran 672.323. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 

mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Persentase perempuan usia 30 

sd 50 tahun yang skrining kanker servix dan payudara, dengan target 1,6%, 

terealisasi 1,7% mendapat pelayanan sesuai standar, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 106% 
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Dukungan dari lintas sektoral belum optimal terutama dalam pengadaan 

sarana dan prasarana posbindu kit, jumlah sumber daya manusia (kader) di 

desa/kelurahan masih sangat terbatas (rata-rata tiap desa baru ada 5 orang 

yang sudah terlatih dan mau jadi kader posbindu), kader desa/kelurahan rata-

rata masih sangat terbatas kemampuannya dalam hal pelaporan dan 

pencatatan hasil kegiatan posbindu yang berbasis website, masih kurangnya 

sarana komputer atau laptop bagi kader , masih kurangnya publikasi kepada 

masyarakat terkait  tujuan dan manfaat adanya posbindu. 

 

8) Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar 

 Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar 

target 25% dengan realisasi 35,17%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase penderita 

hipertensi 
mendapatkan 

pelayanan sesuai 
standar  

25% 35,17% 141% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase penderita 

hipertensi mendapatkan 

pelayanan sesuai standar 

13,96% 25,86% 35,17% 25% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami peningkatan 

Tercapainya indikator diatas dipengaruhi  adanya upaya Terintegrasinya 

pelaksanaan skrining vaksinasi covid-19 dengan penjaringan kasus hipertensi, 

semua puskesmas sudah melaksanakan Pandu PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit 

Tidak Menular), namun masih ditemui kendala yaitu sarana dan prasarana untuk 

operasional Pandu PTM (stik kolesterol) masih belum tercukupi, data pelayanan 

pasien dengan hipertensi baru dari laporan pelayanan yang dilaksanakan di 

puskesmas sedangkan data dari laporan jejaring puskesmas belum semua 

melaporkan, secara kuantitatif capaian sasaran sesuai SPM masih tinggi karena 

sementara menggunakan target jumlah sasaran berdasarkan hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas tahun 2017 yaitu 41,3%). 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinkes 2021_____  48 

 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Persentase puskesmas yang 

mempunyai posbindu desa/kelurahan minimal 75% di wilayahnya, dengan 

target 35 UPTD Puskesmas, terealisasi 35 UPTD Puskesmas mendapat 

pelayanan sesuai standar, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100% 

 

9) Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar   

Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar  

target 100% dengan realisasi 100%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase Penderita 
Diabetes Melitus 

mendapatkan 
pelayanan sesuai 

standar   

100% 100% 100% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Persentase Penderita 
Diabetes Melitus 

mendapatkan pelayanan 
sesuai standar   

92% 102% 100% 100% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami peningkatan. 

Indikator tersebut sudah mencapai,  

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah puskesmas yang 

melaksanakan pandu PTM, dengan target 35 UPTD Puskesmas, terealisasi 35 

UPTD Puskesmas mendapat pelayanan sesuai standar, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 100% 

Upaya yang telah dilaksanakan adalah pertemuan pelaksana program 

penyakit tidak menular puskesmas, pelaksanaan pelayanan prolanis disemua 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakakn jejaring 

Puskesmas melalui pembinaan jejaring oleh Puskesmas,  Peningkatan kinerja 

pelaksana program penyakit tidak menular  melalui pertemuan monitoring dan 

evaluasi, pertemuan lintas sektor (jejaring puskesmas) dalam meningkatkan 

capaian pelayanan pasien diabetes mellitus. 
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10) Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar  

Persentase orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar target 65% realisasi 65,29% (1.955 dari sasaran 2.997 penderita).  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase orang 

dengan gangguan 

jiwa berat 

mendapat 

pelayanan 

kesehatan sesuai 

standar  

 

65% 65,29% 102% 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Persentase orang dengan 

gangguan jiwa berat 

mendapat pelayanan 

kesehatan sesuai standar  

 

71% 65,3% 65,2% 65% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami penurunan,  

Secara target kinerja indikator tersebut tercapai namun secara sasaran penderita 

keseluruhan belum optimal hal ini dikarenakan baru ada 2 puskesmas 

(dokter/perawat) yang dilatih kesehatan jiwa (APBD 1), masih kurangnya 

sosialisasi kesehatan jiwa di masyarakat dan keluarga ODGJ, keluarga ODGJ Berat 

sebagian besar dari kalangan ekoNO.mi ke bawah dan tingkat kesadarannya masih 

rendah untuk mengajak anggota keluarganya yang ODGJ berat  sehingga untuk 

mendampingi anggota keluarganya yang ODGJ untuk kontrol teratur masih 

kurang, apalagi harus kontrol ke rumah sakit yang aksesnya lebih jauh.  

Belum semua rumah sakit di Kabupaten Banjarnegara menerima rujukan jiwa 

untuk penanganan lebih lanjut kasus-kasus ODGJ Berat, karena  belum semua 

rumah sakit di Kabupaten Banjarnegara ada dokter spesialis jiwa.  

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 
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1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa 

Berat 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan 

Jiwa Berat mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah 

penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa 

di puskesmas, dengan target 35 UPTD Puskesmas, terealisasi 35 UPTD 

Puskesmas mendapat pelayanan sesuai standar, sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 100% 

Upaya yang dilakukan adalah pertemuan teknis tentang pelayanan 

kesehatan jiwa kepada pelaksana program kesehatan jiwa puskesmas, 

sosialisasi kesehatan jiwa bagi lintas program, pertemuan peningkatan kinerja 

bagi pelaksana program kesehatan jiwa puskesmas melalui monitoring dan 

evaluasi serta penguatan jejaring puskesmas, penguatan rujukan,  sosialisasi 

kesehatan jiwa bagi lintas sektor. 

 

1) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar (SPM) 

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar (SPM),  target 100% terealisasi 96,2 %.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya 
Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya 
Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase orang 
dengan resiko 

terinfeksi HIV yang 
mendapatkan 
skrining kesehatan 

sesuai standar 

100% 96,2 % 96,2 % 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV yang 

mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

91,7% 93,83% 96,2 %. 100% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami peningkatan. 

Namun jika berdasarkan target 100% SPM, indikator tersebut belum tercapai. Hal 

ini dipengaruhi oleh faktor pandemik covid 19 yang menyebabkan berkurangnya 

kunjungan populasi kunci ke layanan kesehatan khususnya Populasi LSL/GAY dan 

tidak terlaksananya Mobile VCT secara maksimal. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi 

HIV sesuai standar yaitu Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinkes 2021_____  51 

 

(IMS),Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), 

Transgender/Waria, Pengguna napza suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP). Upaya yang telah dilakukan sekrining pada Populasi kunci melalui 

kelompok Penjangkau dan VCT Mobile. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi 

HIV 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 

Terinfeksi HIV mempunyai 2 indikator keluaran, yaitu : Cakupan penemuann 

semua kasus TB (CNR), dengan target 6 fasilitas pelayanan kesehatan, 

terealisasi 11 fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 183%. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki 

konselor HIV dengan target 40 fasilitas pelayanan kesehatan, terealisasi 25 

fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 

63%. Hal ini disebabkan belum semua Layanan Memiliki konselor HIV namun 

Semua layanan sudah melaksanakan kegiatan Skrining awal HIV melalui TIPK. 

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah akan meningkatkan 

intensitas kegiatan sekrining HIV pada Populasi Kunci (Bumil,Pasien TB,Wanita 

Pekerja Seks baik Langsung maupun Tidak Langsung , GAY/ LSL,Warga Binaan 

Pemasyarakatan /WBP), Penguatan Program Kelompok Dukungan Sebaya  

ODHA, VCT Mobile, Perluasan Layanan Dukungan Pengobatan baru di 6 Fasilitas 

Layanan Kesehatan dan Pelatihan SDM program HIV. 

Upaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah Penguatan 

Jejaring Program  lintas sektoral (Layanan Kesehatan,Kelompok 

Masyarakat,LSM HIV Penjangkau Lapangan dan KDS ) Pemenuhan Bahan Habis 

Pakai Logistik untuk sekrining HIV pada Populasi Kunci dan Pupulasi umum 

terindikasi, dan usulan dukungan Pembiayaan Laboratorium Rujukan 

 

2) Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 

(SPM) 

Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar (SPM) target 100% terealisasi 51,9%, dari Indikator tersebut merupakan 

amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/kota.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya 
Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya 

Persentase Terduga 
TB Paru yang 

mendapatkan 
skrining kesehatan 
sesuai standar 

100% 51,9 % 51,9 % 
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Kesehatan 
Masyarakat 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Persentase Terduga TB Paru 
yang mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

107,3% 60,71% 51,9 %. 100% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian mengalami penurunan. 

Hal ini dipengaruhi oleh adanya situasi pandemi covid-19 sehingga pelacakan 

kasus secara aktif tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, dan jumlah kunjungan 

pasien TB di layanan juga mengalami penurunan, selain itu dipengaruhi pula oleh 

kekhawatiran masyarakat dan petugas kesehatan terhadap gejala TB yang hampir 

mirip dengan gejala covid 19, sehingga ketika memiliki gejala tersebut masyarakat 

belum mau di periksa, sehingga petugas kesulitan mendiagNO.sa penyakit pasien. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 

Tuberkulosis mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : Cakupan 

penemuan semua kasus TB (CNR), dengan target 43%, terealisasi 39,6%, 

sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 92%. 

Upaya yang telah dilakukan adalah edukasi terhadap pasien terduga TB 

untuk mau di periksa dahaknya serta mengkolaborasikan pemeriksaan TB dan 

covid 19. Selain itu juga mengaktifkan kegiatan pelacakan oleh kader TB dengan 

tetap melakukan protokol kesehatan, mengaktifkan kembali kegiatan 

penemuan secara pasif intensif di pelayanan kesehatan dan aktif masif di 

masyarakat dengan melibatkan kader TB. 

 
3) Persentase balita gizi buruk tertangani  

Persentase balita gizi buruk tertangani tahun 2021 target 100% terealisasi 

100%. Indikator ini mencapai target.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) 

Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% 
Capaian 

Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 

Persentase balita 

gizi buruk 
tertangani  

 

100% 100% 100% 
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Program 
Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) 

Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% 
Capaian 

Kinerja 

Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 
Kinerja 
2019 

Capaian 
Kinerja 
2020 

Capaian 
Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Persentase balita gizi buruk 

tertangani  

100% 100% 100% 100% 

 

Dibandingkan selama 3 tahun terakhir maka capaian tetap. Balita gizi buruk 

yang di tangani sendiri meliputi semua balita gizi buruk (Z-Score<-3SD) dengan 

indikator BB/TB. Penanganan balita gizi buruk dilakukan sesuai dengan tata 

laksana penanganan kasus, antara lain pemberian PMT berupa biskuit (sasaran 

balita kurus) maupun suplemen gizi berupa F75 dan F100 (sasaran balita gizi 

buruk) dan zink drop (sasaran bayi resiko stunting), apabila diperlukan rujukan 

maka dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan rujukan. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : 

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 

mempunyai 2 indikator keluaran, yaitu : Persentase balita kurus mendapat PMT 

target 95% terealisasi 95% sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 

100%, dan Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan target 

95% terealisasi 99,23% sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 104% 

Meskipun telah memenuhi target masih perlu dilakukan evaluasi dalam 

pelaksanaan pemberian PMT, baik dari sisi pendistribusian maupun 

penyimpanan PMT, kuantitas PMT yang diberikan, tingkat kepatuhan sasaran 

dalam mengkonsumsi PMT dan pengawasan dari pelaksana program. Kegiatan 

lain yang mendukung penanganan balita gizi buruk diantaranya pelaksanaan 

kelas balita gizi buruk, pelatihan PMBA bagi tenaga kesehatan, kader maupun 

ibu balita, semua tenaga gizi puskesmas (35 puskesmas) telah terlatih PMBA. 

Manfaat Program perbaikan gizi masyarakat adalah Meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan Keluarga khusunya adalah Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

4) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM (RPJMD). 

Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM (RPJMD). 

Target 25% terealisasi 6,8% sehingga capaian kinerja hanya 27%.  
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 
Pemenuhan 
Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase 
Desa/Kelurahan yang 
melaksanakan 5 Pilar 

STBM (RPJMD).  

25% 6,8% 27% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase Desa/Kelurahan 
yang melaksanakan 5 Pilar 
STBM (RPJMD). 

4,6% 5,6% 6,8% 25% 

 

Hal ini pula adanya perubahan definisi operasional Persentase Desa / 

Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara adalah desa yang sudah deklarasi STBM, sedangkan Definisi 

Operasional di Dinas Kesehatan Provinsi adalah Desa melaksanakan 5 Pilar STBM 

yaitu minimal sudah melaksanakan pemicuan atau sudah ada natural leader 

STBM, maka capaian Desa/Kelurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM sudah 

100%, namun jika dilihat dari angka absolute jumlah Desa / Kelurahan yang 

melaksanakan STBM (Deklarasi STBM) pada tahun 2018 ada 8 desa, tahun 2019 

ada 13 Desa, dan tahun 2020 ada 16 desa, serta pada tahun 2021 ada 19 desa 

(komulatif) 

Permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut terkait dengan 

pemenuhan sarana fisik kesehatan lingkungan tidak hanya dari perubahan 

perilaku sehingga akan dipengaruhi oleh anggaran untuk fisik pembenahan pada 

fasilitan lingkungan yang baik.  

Selain itu Belum adanya regulasi/Perbup tentang STBM, Tim Kabupaten/Kota 

Sehat belum terbentuk dan belum di SK Bupati, Ketersediaan tenaga sanitarian 

dari 35 UPTD puskesmas terdapat 3 UPTD puskesmas belum memiliki tenaga 

sanitarian, belum optimalnya prioritas perencanaan program kesehatan 

lingkungan di tingkat puskesmas , belum optimalnya advokasi dan kerjasama 

lintas sektoral pada sektor kesehatan lingkungan. 

Dalam rangka mendukung kinerja program tersebut maka dilaksanakan 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 2 sub kegiatan, yaitu : 
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Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan mempunyai 1 

(satu) indikator keluaran, yaitu : Persentase Penduduk Akses air minum 

berkualitas target 100% terealisasi 82,5%, sehingga mempunyai capaian kinerja 

sebesar 82,5%.  

Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat memiliki 1 indikator 

yaitu : Persentase Desa Open Defecation Free (ODF) target 70% terealisasi 

47,48%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 68%. hal  ini  dipengaruhi 

oleh masyarakat  di Banjarnegara masih  Buang air besar sembarangan (BABS) di 

tempat terbuka dari pada di jamban, buang air besar dikolam karena tinja 

dimanfaatkan sebagai pakan ikan, secara georgrafis di Banjarnegara banyak 

dilewati sungai dan banyak kolam–kolam ikan disekitar pemukiman penduduk, 

selain itu pada musim kemarau terutama wilayah Banjarnegara sebelah selatan 

mengalami kekeringan sehingga banyak masyarakat yang BAB di sungai yg lebih 

dekat dengan sumber air.  

Upaya yang akan dilakukan adalah advokasi penetapan regulasi/Perbup 

tentang STBM dan pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat penguatan desa 

deklarasi STBM dan pemicuan atau natural leader STBM 

5) Persentase Tempat-tempat umum yang dibina 

Persentase Tempat-tempat umum yang dibina target 100% terealisasi 

100%,  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 
Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase Tempat-
tempat umum yang 
dibina 

100% 100% 100% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Persentase Tempat-tempat 
umum yang dibina 

100% 100% 100% 100% 

 

Capaian Persentase Tempat-tempat umum yang dibina telah mencapai 

target dan capaian 3 tahun terakhir tetap. Namun masih ditemui permasalahan 

yaitu Belum adanya regulasi (Perbup) tentang Pasar Sehat, Regulasi Pengelolaan 

Limbah Medis Fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat-tempat umum (TTU) yang 

meliputi Hotel, Sarana Pelayanan Kesehatan, sarana Pendidikan, pasar, obyek 

wisata, tempat ibadah, kolam renang, terminal, stasiun dan lain-lain merupakan 
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tempat usaha dan pelayanan bagi masyarakat umum serta tempat untuk aktivitas 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial telah dilakukan pembinaan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, 

ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, 

biologi, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat yang 

setinggi-tingginya. 

Salah satu upayanya adalah dengan Perbup tersebut sangat penting, karena 

mendukung mewujudkan Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan 

khususnya pemenuhan fisik TTU sesuai standar oleh setiap penanggungjawabnya 

sehingga dapat mewujudkan kawasan sehat, yaitu kondisi wilayah yang bersih, 

aman dan nyaman serta sehat bagi masyarakat. 

 

6) Annual parasite index (API) Malaria  

Annual parasite index (API) Malaria pada tahun 2021 target sebesar 1/1.000 

penduduk terealisasi sebesar 0,003/1.000 penduduk, Indikator tersebut sudah 

tercapai.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 
Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya 
Kesehatan 

Masyarakat 

Annual parasite 

index (API) Malaria  
 

1/1.000 

penduduk 

0,007/1.000 

penduduk 

100% 

 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 

Capaian 
Kinerja 
2019 

Capaian 
Kinerja 
2020 

Capaian 
Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Annual parasite index 

(API) Malaria  

0,001/1.000 

penduduk 

0,003/1.000 

penduduk 

0,007/1.000 

penduduk 

1/1.000 

penduduk 

 

Berdasarkan target tahun 2021 indikator Annual parasite index (API) Malaria 

telah mencapai target di bawah 1/1.000 penduduk, namun jika dibandingkan 

capaian selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan kasus import. Hal ini 

dipengaruhi oleh kegiatan penemuan penderita malaria baik aktif maupun pasif 

yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan telah dilaksnakan sesuai 

standar yang ada dan strategi yang telah dilaksanakan telah diupayakan maksimal 

sesuai ketentuan eliminasi malaria 

Upaya yang telah dilakukan mengoptimalkan pengamatan arus migrasi & 

menjelaskan tindakan Penyelidikan Epidemiologi malaria import yang tepat kepada 

semua UPT Puskesmas, Melakukan diagNO.sa dan tata laksana kasus Malaria 
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sesuai standar bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan , Follow up penderita 

malaria sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Meningkatkan koordinasi dengan 

lintas program dan lintas sektor dalam upaya meningkatkan surveilans terhadap 

parasit maupun vektor, Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada di Puskesmas 

(SDM, Dana, Alat dll) dalam upaya Pengendalian Penyakit Malaria. 

 

7) Proporsi penderita malaria yang diobati (RPJMD) 

Proporsi penderita malaria yang diobati (RPJMD) pada tahun 2021 target 

100% terealisasi 100%, terdapat 7 (tujuh) kasus import malaria yang telah 

mendapat penanganan pengobatan.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 
Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Proporsi penderita 
malaria yang diobati 
(RPJMD) 

 

100% 100% 100% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Proporsi penderita malaria 
yang diobati (RPJMD) 

100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan target tahun 2021 indikator Proporsi penderita malaria yang 

diobati (RPJMD) telah mencapai target dan jika dibandingkan dengan capaian 3 

tahun terakhir  tetap. Hal ini didukung oleh semua pasien yang mempunyai gejala 

yang mengarah ke Malaria diambil sediaan darahnya untuk diperiksa mikriskopis 

malaria, untuk menghindari penumpukan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan 

dan agar pasien tidak terlalu lama berada di fasilitas pelayanan kesehatan 

(mengurangi risiko tertular penyakit lain), maka pemeriksaan diagNO.stik malaria 

dilakukan dengan RDT (Rapid DiagNO.sa Test) dan diberikan pengobatan bila 

positif. Pembuatan sediaan darah tetap dilakukan untuk konfirmasi hasil RDT. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu: 

1) Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 

Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 

memiliki 1 indikator yaitu : Persentase Puskesmas yang melaksanakan 

pengobatan malaria sesuai standar pada tahun 2021 target sebesar 100% 
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realisasi 100%. Hal ini dipengaruhi oleh semua tenaga kesehatan telah 

mematuhi dan melaksanakan Tatalaksana Pengobatan Malaria standar yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  

Upaya yang telah dilakukan adalah Obat malaria yang digunakan sesuai 

standar pengobatan malaria,Obat malaria di Gudang Farmasi Kabupaten selalu 

tersedia, Kecepatan penemuan penderita malaria oleh fasilitas pelayanan 

kesehatan sehingga penderita malaria langsung bisa diobati dan Penderita 

malaria yang telah diobati dilakukan follow up (diperiksa kembali) sesuai 

dengan jenis parasitnya (Hasil dari follow up, semua penderita malaria sembuh 

semua). 

 
8) Persentase Penderita DBD yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar  

Persentase Penderita DBD yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai 

standar pada tahun 2021 target 100% terealisasi 100%. 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya 
Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase Penderita 
DBD yang mendapat 

Pelayanan kesehatan 
sesuai standar  

100% 100% 100% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Persentase Penderita DBD 
yang mendapat Pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan target tahun 2021 capaian indikator Persentase Penderita DBD 

yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar tea\lah mencapai dari Jumlah 

kasus DBD pada tahun 2021 sebesar 175 kasus, dan penderita DBD yang 

mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 175 kasus. Pada Tahun 

2021 terdapat kematian akibat DBD sebesar 4 kasus. Dan capaian selama 3 tahun 

terakhir tetap, artinya semua penderita DBD telah diupayakan mendapat 

pelayanan kesehatan sesuai standar. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pelayanan 

Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. 
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Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 

memiliki 1 indikator yaitu Proporsi Wilayah Yang Mendapat Respon Tindak Lanjut 

Penanganan DBD sebesar 100% dari target 100%, sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 100% 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksananya 

penyemprotan/fogging sarang nyamuk di 24 wilayah dan dilaksanakan 2 kali siklus 

sehingga total  fogging yang dilaksanakan sebanyak 48 kali. Adapun sebaran 

wilayah dengan kasus DBD sebagai berikut: 

 

No. Desa Jumlah Kasus Siklus fogging Ket 

1. Kedawung 1  DBD 

2. Gumelem Kulon 2  DBD 

3. Brengkok 1  DBD 

4. Penerusan Kulon 1  DBD 

5. Purwareja 2 2 Siklus DBD 

6 Kampok 2  DBD 

7 Kalimandi 1  DBD 

8 Kaliwinasuh 2 2 Siklus DBD 

9 Jalatunda 3  DBD 

10 Somawangi 8  DBD 

11 Kaliwungu 1  DBD 

12 Kertayasa 3  DBD 

13 Banjengan 1  DBD 

14 Mandiraja Kulon 1  DBD 

15 Kebakalan 1  DBD 

16 Mandiraja Wetan 5 4 Siklus DBD,Suspek 
Chikungunya 

17 Kebanaran 2  DBD 

18 Purwasaba 6 2 Siklus DBD 

19 Blimbing 1  DBD 

20 Panggisari 3 2 Siklus DBD 

21 Purwanegara 3  DBD 

22 Kalipeus 5  DBD 

23 gumiwang 16 4 Siklus DBD (2 Fokus) 

24 Kutawuluh 1  DBD 

25 Mertasari 2  DBD 

26 Danaraja  5  DBD 

27 Merden 8  DBD 

28 Pucungbedug 1  DBD 

29 Petir 1  DBD 

30 Kalitengah 1  DBD 

31 Mantrianom 3 4 siklus DBD,  Suspek 

Chikungunya 

32 Binorong 2 2 Siklus DBD 

33 Blambangan 4 2 Siklus DBD 

34 Gemuruh 2  DBD 

35 Pucang 1  DBD 

36 Majalengka 3  DBD 

37 Kutabanjar 4 4 Siklus Chikungunya 

38 Ampelsari 3 2 Siklus DBD 

39 Tlagawera 1  DBD 

40 Karangtengah 1  DBD 
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No. Desa Jumlah Kasus Siklus fogging Ket 

41 Krandegan  2 2 Siklus DBD 

42 Semarang 1  DBD 

43 Parakancanggah 4 2 Siklus DBD 

44 Sokanandi 2  DBD 

45 Kalibenda 2  DBD 

46 Clapar 1  DBD 

47 Rejasa 2 2 Siklus DBD 

48 Petambakan 3  DBD 

49 Rakitan 1  DBD 

50 Banjarmangu 1  DBD 

51 Banjarkulon 1  DBD 

52 Sigeblog 1  DBD 

53 Kendaga 1  DBD 

54 Tapen 3  DBD 

55 Lemahjaya 1  DBD 

56 Karangkemiri 3 2 Siklus DBD 

57 Linggasari 3  DBD 

58 Situwangi 2  DBD 

59 Pingit 1  DBD 

60 Adipasir 2  DBD 

61 Lengkong 4  DBD 

62 TanjungaNO.m 1  DBD 

63 Kincang 2  DBD 

64 Punggelan 1  DBD 

65 Jembangan 1  DBD 

66 Tanjungtirta 1  DBD 

67 Bondolharjo 1  DBD 

68 Purwasana 2  DBD 

69 Sidarata  1  DBD 

70 Aribaya 1  DBD 

71 Sokaraja 4 2 siklus DBD 

72 Pasuruhan 1  DBD 

73 Gunungangit 1  DBD 

74 Pagedngan 1  DBD 

75 Kebutuh Duwur 1  DBD 

76 Duren 1  DBD 

77 Polres  2 Siklus Suspek Chikungunya 

78 Pasar Kota  2 Siklus Suspek Chikungunya 

79 Pasar Pwj Klampok  2 Siklus Suspek Chikungunya 

80 Salamerta  2 Siklus Suspek Chikungunya 

TOTAL 175   

Respon Tindak Lanjut Penanganan DBD tidaklah harus dengan 

penyemprotan/fogging, namun penanganan dilaksanakan sesuai dengan pedoman 

tata laksana penanganan kasus DBD, yaitu: 

1. Adanya laporan penderita DBD dari Rumah Sakit/Puskesmas. 

2. Petugas puskesmas melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) di lingkungan 

penderita DBD untuk mengetahui adakah penderita DBD lainnya dan penderita 

demam dalam kurun waktu 1 minggu sebelumnya. 

3. Bila ditemukan penderita demam tanpa sebab yang jelas pada saat itu 

ditemukan pemeriksaan di kulit dan dilakukan uji Tourniquet. 
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4. Melakukan pemeriksaan jentik pada tempat penampungan air (TPA) dan 

tempat-tempat lain yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk 

Aedes aegypty baik didalam maupun di luar rumah/bangunan pada radius 200 

meter dari lokasi tepat tinggal penderita. 

5. Hasil pemeriksan adanya penderita DBD lainnya dan hasil pemeriksaan 

terhadap penderita demam (tersangka DBD) dan pemeriksaan jentik dicatat 

dalam formulir Penyelidikan Epidemiologi. 

6. Hasil Penyelidikan Epidemiologi dilaporkan ke Dinas Kesehatan. 

7. Berdasarkan hasil Penyelidikan Epidemiologi dilakukan penanggulangan focus, 

sebagai berikut : 

8. Bila ditemukan penderita DBD lainnya (1 atau lebih) atau ditemukan 3 atau 

lebih tersangka DBD dan ditemukan jentik (≥5%) dari rumah/bangunan yang 

diperiksa, maka dilakukan penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) DBD, larvasidasi, penyuluhan dan pengasapan dengan 

insektisida di rumah penderita DBD dan rumah/bangunan sekitarnya dalam 

radius 200 meter. 

9. Bila tidak ditemukan penderita lainnya tetapi ditemukan jentik, maka dilakukan 

penggerakan masyarakat dalam PSN DBD, larvasidasi dan penyuluhan. 

10. Bila tidak ditemukan penderita lainnya dan tidak ditemukan jentik, maka 

dilakukan penyuluhan kepada masyarakat. 

Upaya yang telah dilakukan adalah Penyelidikan Epidemologi DBD pada 

semua kasus DBD (PSN Berkala,Survei jentik , Pelacakan Kasus) , Penyuluhan dan 

sosialisasi program DBD, Pembentukan kader Jumantik, rakor DBD tingkat 

kecamatan, Pengasapan/ Fogging sarang Nyamuk, Penyuluhan / sosilaisasi 

Program DBD, Penguatan PSN dan pembentukan Kader Jumantik, Rakor Program 

DBD, Pengasapan / Fogging Sarang Nyamuk, Advokasi Program DBD. 

9) Persentase angka kasus HIV yang diobati (RPJMD)  

Persentase angka kasus HIV yang diobati (RPJMD) target 55% terealisasi 

85,9%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Persentase angka 
kasus HIV yang 

diobati (RPJMD)  
 

55% 85,9% 165% 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 
Kinerja 
2019 

Capaian 
Kinerja 
2020 

Capaian 
Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Persentase angka kasus 

HIV yang diobati (RPJMD)  
 

76,3% 76,3% 85,9% 55% 
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Berdasarkan tabel di atas indikator Persentase angka kasus HIV yang diobati 

(RPJMD) telah melebihi target dan jika dibandingkan dengan capaian selama 3 

tahun terakhir maka mengalami peningkatan.  

Hal ini didukung oleh tingkat kesadaran kepatuhan minum Obat ARV oleh 

ODHA yang tergabung dalam Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Upaya yang 

telah dilakukan adalah Pertemuan Penguatan Dukungan Pengobatan dalam 

Kelompok Dukungan Sebaya , Pendampingan Rujukan bagi ODHA, Dukungan 

Anggaran Pemeriksaan Laboratorium Rujukan Bagi ODHA (Viral Load, CD4/CD8, 

VDRL/TPHA) dan Kunjungan Rumah ( Home Visite).  

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 

Terinfeksi HIV mempunyai 2 indikator keluaran, yaitu : Cakupan penemuann 

semua kasus TB (CNR), dengan target 6 fasilitas pelayanan kesehatan, terealisasi 

11 fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 

183%. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki konselor HIV dengan 

target 40 fasilitas pelayanan kesehatan, terealisasi 25 fasilitas pelayanan 

kesehatan, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 63%. Hal ini disebabkan 

belum semua Layanan Memiliki konselor HIV namun Semua layanan sudah 

melaksanakan kegiatan Skrining awal HIV melalui TIPK. 

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah akan meningkatkan 

intensitas kegiatan sekrining HIV pada Populasi Kunci (Bumil,Pasien TB, Wanita 

Pekerja Seks baik Langsung maupun Tidak Langsung , GAY/LSL, Warga Binaan 

Pemasyarakatan/WBP), Penguatan Program Kelompok Dukungan Sebaya  ODHA, 

VCT Mobile, Perluasan Layanan Dukungan Pengobatan baru di 6 Fasilitas Layanan 

Kesehatan dan Pelatihan SDM program HIV. 

 

10) Capaian Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 

Capaian Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada 

tahun 2021 target 98% terealisasi 75%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya 
Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya 

Capaian Cakupan 
Desa/Kelurahan 

Universal Child 
Immunization (UCI) 

 

98% 75% 76,5% 
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Kesehatan 
Masyarakat 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Capaian Cakupan 
Desa/Kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI) 

100% 97% 75% 98% 

 

Berdasarkan tabel di atas indikator Capaian Cakupan Desa/Kelurahan 

Universal Child Immunization (UCI) belum mencapai target dan jika dibandingkan 

dengan capaian selama 3 tahun terakhir maka mengalami penurunan  

Hal ini dipengaruhi oleh Pelaksanaan vaksinasi terkendala kondisi pandemi 

covid dan alokasi vaksin untuk sasaran bayi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah sering mengalami kekosongan. Pemberlakuan kebijakan Peserta didik 

pembelajaran secara daring, pada saat pelaksanaan vaksinasi beberapa sasaran 

anak sekolah yang tidak hadir karena sakit, Adanya Pandemi Covid-19 berpotensi 

menurunkan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi. 

 

11) Capaian Persentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (RPJMD) 

Capaian Persentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (RPJMD) 

target ≥95% terealisasi  sebesar 80,6%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 
Pemenuhan 

Upaya 
Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya 
Kesehatan 

Masyarakat 

Capaian Persentase 
bayi yang 

memperoleh 
imunisasi dasar 

lengkap (RPJMD) 

 

≥95% 80,6% 85% 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 
2021 

Capaian Persentase bayi 

yang memperoleh 
imunisasi dasar lengkap 
(RPJMD) 

96% 95,3% 80,6% ≥95% 

 

http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20180428/5625737/berikan-anak-imunisasi-rutin-lengkap-rinciannya/
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Berdasarkan tabel di atas Capaian Persentase bayi yang memperoleh 

imunisasi dasar lengkap (RPJMD) belum mencapai target dan jika dibandingkan 

dengan capaian selama 3 tahun terakhir maka mengalami penurunan  

Hal ini dipengaruhi adanya kebijakan dari Kementerian Kesehatan RI bahwa 

imunisasi dasar lengkap tetap dilaksanakan meskipun dalam pandemik covid-19 

dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada Masa 

Pandemi COVID-19. Namun masih ditemui permasalahan yaitu terbatasnya 

droping logistic vaksin untuk imunisasi dasar lengkap dari Provinsi yang belum 

mencukupi sasaran bayi 

Hal ini berdampak pada pelayanan imunisasi pada bayi di posyandu tidak 

bias terpenuhi sesuai sasaran, dampak ini juga menjadi bahan kewaspadaan di 

beberapa waktu mendatang jika sasaran bayi tidak mendapatkan vaksin imunisasi 

dasar lengkap maka dikhawatirkan akan muncul Penyakit yang dapat dicegah 

dengan imunisasi (PD3I). 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengelolaan 

Surveilans Kesehatan 

Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan mempunyai 1 ( satu ) 

indikator keluaran, yaitu : Persentase anak sekolah SD atau sederajat yang 

mendapatkankan vaksin BIAS target ≥ 98%  terealisasi 50%, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 51%. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi saat 

pelaksanaan BIAS, dan  adanya percepatan vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6-

11 tahun, dengan ketentuan sekurang-kurangnya jarak 1 bulan antara vaksin BIAS 

dengan vaksin Covid-19 pada anak usia usia 6-11 tahun, sehingga pelaksanaan 

BIAS menjadi kurang optimal. 

 

12) Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh 

layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)  

Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau 

lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun 

(RPJMD) target 4 kasus terealisasi sebesar 4 kasus, Surveilans lumpuh layuh akut 

atau Acute Flaccid Paralysis (AFP) dilakukan Pada anak usia < 15 tahun.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemenuhan 
Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya 

Cakupan penemuan 

suspek Acute 
Flaccid Paralysis 

(Surveilans AFP) 
atau lumpuh layuh 
mendadak bukan 

4 kasus 4 kasus 4 kasus 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinkes 2021_____  65 

 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Kesehatan 
Masyarakat 

karena ruda paksa 
dan usia dibawah 
15 tahun (RPJMD)  

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Cakupan penemuan 
suspek Acute Flaccid 
Paralysis (Surveilans AFP) 

atau lumpuh layuh 
mendadak bukan karena 

ruda paksa dan usia 
dibawah 15 tahun 
(RPJMD)  

7 kasus 3 kasus 4 kasus 4 kasus 

 

Berdasarkan tabel di atas Capaian Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid 

Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa 

dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)  telah mencapai target dan jika dibandingkan 

dengan capaian selama 3 tahun terakhir maka mengalami penurunan dari tahun 

2019,  

Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan 

aktif deteksi penemuan suspek kasus AFP Polio, adanya pandemik covid-19 

mempengaruhi peran serta masyarakat dalam deteksi dini penemuan suspek kasus 

AFP Polio, selain itu keterbatasan anggaran untuk biaya akomodasi pengiriman 

sampel AFP ke Biofarma Bandung, sehingga pengiriman sampel hanya bisa 

dilakukan melalui jasa transportasi, hal ini dapat mempengaruhi kualitas specimen 

yang akan diperiksa. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengelolaan 

Surveilans Kesehatan 

Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan mempunyai 1 (satu) 

indikator keluaran, yaitu : Persentase anak sekolah SD atau sederajat yang 

mendapatkan vaksin BIAS target ≥ 98%  terealisasi 50%, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 51%. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi saat 

pelaksanaan BIAS, dan  adanya percepatan vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6-

11 tahun, dengan ketentuan sekurang-kurangnya jarak 1 bulan antara vaksin BIAS 

dengan vaksin Covid-19 pada anak usia usia 6-11 tahun, sehingga pelaksanaan 

BIAS menjadi kurang optimal, Pelacakan Kasus AFP, Pengiriman Sampel suspek 

AFP ke laboratorium 
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Upaya yang akan dilakukan adalah Melakukan surveilan aktif AFP berbasis 

masyarakat dan RS, Memperkuat jejaring surveilan sampai tingkat desa, 

Meningkatkan peran petugas RS, puskesmas dan bidan desa dalam penemuan 

kasus AFP dan pertemuan persiapan Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Pertemuan 

koordinasi pelaksanaan vaksinasi di masa pandemi, evaluasi program surveilance 

imunisasi, penyediaan Vaccien Refrigerator sebanyak 2 unit, dan sosialisasi 

tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi COVID-19 oleh 

Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan 

panduan agar fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tetap melayani imunisasi 

anak 

 

13) Persentase Peningkatan strata terakreditasi puskesmas  

Persentase Peningkatan strata terakreditasi puskesmas tidak memenuhi 

target 45% terealisasi 0% dari Kegiatan Survey Akreditasi pada tahun 2021 tidak 

dapat dilaksanakan. 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 
Pemenuhan 
Upaya 

Kesehatan 
Perorangan Dan 
Upaya 

Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase 
Peningkatan strata 
terakreditasi 

puskesmas  

45% 0% 0% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase Peningkatan 
strata terakreditasi 
puskesmas 

NA 0% 0% 45% 

 

Berdasarkan tabel di atas Persentase Peningkatan strata terakreditasi 

puskesmas belum mencapai target dan jika dibandingkan dengan capaian selama 

3 tahun terakhir belum terwujud. Hal ini Adanya SE NO.. 

HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan akreditasi Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan , dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-

19 sehingga sur vey re akreditasi belum bisa dilaksanakan. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pelaksanaan 

Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/juknis-pelayanan-imunisasi-pada-masa-pandemi-covid-19.pdf?sfvrsn=cf2391f2_2
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Sub kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 

memiliki 1 indikator yaitu : jumlah dokumen hasil supervisi pelaksanaan akreditasi 

target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen sehingga mempunyai capaian kinerja 

sebesar 100%. Meskipun hasil supervise pelaksanaan akreditasi telah terlaksana 

namun survei re akreditasi tetap belum bias dilaksanakan. 

Selain itu didukung pula oleh Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Tipe C 

dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub 

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan mempunyai 1 indikator 

keluaran, yaitu : Persentase Kepatuhan Manajemen Puskesmas sesuai standar ≥ 

80% dengan target  28% terealisasi 28,57%,  sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 101,79%.  

Adapun Puskesmas yang telah memenuhi Kepatuhan Manajemen Puskesmas 

sesuai standar ≥ 80% adalah UPTD Puskesmas Mandiraja 1, UPTD Puskesmas 

Wanadadi 1, UPTD Puskesmas Rakit 2, UPTD Puskesmas Banjarmangu 1, UPTD 

Puskesmas Banjarnegara 1, UPTD Puskesmas Kalibening, UPTD Puskesmas 

Karangkobar, UPTD Puskesmas Bawang 1, UPTD Puskesmas Bawang 2. 

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Dan Penilaian Mutu Internal (PPMI) 

yang terdiri dari pembinaan mutu dengan target 15 untuk UPTD Puskesmas dan 

Monitoring Evaluasi Mutu dan Akreditasi dengan target 35 UPTD Puskesmas.  

Kegiatan Pembinaan Mutu meliputi kegiatan Pengukuran indikator mutu, 

Penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategis, Penyusunan Indikator Keselamatan 

Pasien mempunyai capaian kinerja sebesar 26,67%. Sedangkan kegiatan Monev 

Mutu dan Akreditasi meliputi self assesment monev mutu dan akreditasi, paparan 

hasil SA dan Focus Group Discusion bersama dengan Tim Pembina Cluster Binaan, 

kegiatan Monev Mutu dan Akreditasi mempunyai capaian kinerja 100%.  

Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kasus COVID -19 pada tahun 2021 

sehingga SDM Puskesmas konfirm Positive COVID selain itu juga fokus kepada 

tracing kasus dan peningkatan cakupan vaksin Kabupaten yang masih belum 

mencapai target.  

Upaya yang telah dilakukan Pembinaan Mutu, Pendampingan Lokakarya Mini 

Upaya yang akan dilaksanakan Pendampingan Manajemen Puskesmas, 

Pendampingan Lokakarya Mini, Pengusulan Diklat Manajemen Puskesmas bagi 

TPCB 

14) Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna  

Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna target 4 RS yang terakreditasi 

Paripurna telah mencapai target yaitu sebesar 4 RS yang terakreditasi Paripurna 

(100%).  
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 
Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase RS yang 
Terakreditasi 
Paripurna  

 

4 RS 4 RS 100% 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 
2021 

Target 

2021 

Persentase RS yang 
Terakreditasi Paripurna  

4 RS 4 RS 4 RS 4 RS 

 

Berdasarkan tabel di atas Persentase RS yang Terakreditasi Paripurna telah 

mencapai target dan jika dibandingkan dengan capaian selama 3 tahun terakhir 

tetap. Tahun 2021 terdapat 4 RS yang telah terakreditasi Paripurna yaitu RSUD Hj. 

Anna Lasmanah Banjarnegara, RS umum Emanuel Purwareja Klampok, RS Islam 

Banjarnegara dan RS PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Hal ini didukung antara 

lain monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh Rumah Sakit di Kabupaten Banjarnegara dan supervisi sarana prasarana 

rumah sakit beserta dengan dokumen perizinannya. 

Masa berlaku akreditasi Rumah sakit sampai dengan Tahun 2022, sehingga 

perlu di usulkan di Tahun 2023 setelah pandemi COVID dicabut, antara lain 

kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan pelayanan fasilitas kesehatan. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Tipe C dan D serta Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub 

kegiatan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Lainnya. 

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut 

Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Lainnya mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : Jumlah fasilitas kesehatan 

terbina target 66 fasilitas kesehatan, terealisasi 65 fasilitas kesehatan, sehingga 

mempunyai capaian kinerja sebesar 98,48%. 

 

15) Indeks Keluarga Sehat (RPJMD) 

Capaian Indeks keluarga sehat pada Tahun 2021 target 0,1 terealisasi 

sebesar  0,089. 
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Program 
Indikator 

Kinerja Program 

(outcome) 

Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Indeks Keluarga 

Sehat (RPJMD) 

 

0,1 0,089 89% 

 

Indikator Kinerja Program 
(outcome) 

Capaian 
Kinerja 2020 

Capaian Kinerja 
2021 

Target 2021 

Indeks Keluarga Sehat 

(RPJMD) 

0,086 0,089 0,1 

 

Berdasarkan tabel di atas Indeks Keluarga Sehat (RPJMD) belum mencapai 

target dan jika dibandingkan dengan capaian selama 2 tahun terakhir meningkat. 

Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2021 Indek Keluarga Sehat sebesar 0,089 

maka masuk dalam kategori tidak sehat namun secara kunjungan keluarga 

meningkat dari tahun sebelumnya. Kategori Indeks Keluarga sehat adalah : 

Kategori Indeks 

Keluarga Sehat ≥ 0,800 

Keluarga Pra Sehat 0,500 – 0,800 

Keluarga Tidak Sehat ≤ 0,500 

 

 

 

Terdapat 5 Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dengan 

Indeks Keluarga Sehat paling Rendah yaitu, Kecamatan Pejawaran (0,024), 

Kecamatan Pagentan (0,027), Kecamatan Pandanarum (0,038), Kecamatan Batur 

(0,044), Kecamatan Wanayasa 0,044. 

Terdapat 5 Kecamatan dengan Indeks Keluarga Sehat paling tinggi yaitu 

Kecamatan Banjarnegara (0,164), Kecamatan Bawang (0,153), Kecamatan 
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Purwarejo Klampok (0,151), Kecamatan Sigaluh (0,141), Kecamatan Wanadadi 

(0,106) 

 

Sedangkan dari 12 indikator PIS-PK yang ada terdapat 3 indikator dengan 

cakupan terendah, yaitu indikator penderita hipertensi yang berobat secara teratur 

(20,73%), indikator Penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan 

tidak ditelantarkan (28,59%) dan indikator tidak ada anggota keluarga yang 

merokok (31,91%). 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengelolaan 

Upaya Kesehatan Khusus 

Sub kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus mempunyai 1 ( satu ) 

indikator keluaran, yaitu : Persentase Kunjungan Keluarga Sehat target 100%  

terealisasi 93,9%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 93,9% 

Upaya yang akan dilaksanakan adalah monitoring dan evaluasi program 

upaya kesehatan masyarakat oleh Tim Pembina Cluster Binaan Puskesmas, 

monitoring dan evaluasi program PIS PK, ada workshop analisis pemanfaatan data 

IKS, melaksanakan advokasi kepada stakeholder atas data indeks keluarga sehat 

sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam intervensi yang tepat. 

 

16) Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP  

Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP target 100% 

realisasi 100%. 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan Dan 

Persentase 
masyarakat miskin 
sakit yang tertangani 

di FKTP  

100% 100% 100% 
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

 

 

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Capaian 

Kinerja 
2019 

Capaian 

Kinerja 
2020 

Capaian 

Kinerja 2021 
Target 2021 

Persentase 
masyarakat miskin 

sakit yang tertangani 
di FKTP  

100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas Persentase masyarakat miskin sakit yang 

tertangani di FKTP  telah mencapai target dan jika dibandingkan dengan capaian 

selama 3 tahun terakhir capaian tetap. Semua masyarakat miskin yang sakit dan 

membutuhkan pelayanan kesehatan di FKTP telah dilaksanakan sesuai ketentuan, 

demikian juga masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan pembiayaan 

kesehatan telah mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan dengan premi 

pelayanan kesehatan. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat 

Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat memiliki 1 

indikator yaitu : Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin target 

100% terealisasi 100%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100% 

Upaya yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan Dinas Sosial update 

data terpadu kesejahteraan sosial, terlaksananya pembiayaan integrasi peserta 

masyarakat miskin BPJS di fasilitas pelayanan kesehatan, belanja jasa 

kesehatan/klaim bagi pelayanan masyarakat miskin dan premi asuransi. 

 

17) Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTR 

Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTR target 100% 

realisasi 100%. 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Persentase 
masyarakat miskin 

sakit yang 
tertangani di FKTR 
 

100% 100% 100% 
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Indikator Kinerja 
Program (outcome) 

Capaian 
Kinerja 

2019 

Capaian 
Kinerja 

2020 

Capaian 
Kinerja 

2021 

Target 2021 

Persentase 

masyarakat miskin 
sakit yang tertangani 

di FKTR 

100% 100% 100% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas Persentase masyarakat miskin sakit yang 

tertangani di FKTR telah mencapai target dan jika dibandingkan dengan capaian 

selama 3 tahun terakhir capaian tetap. Semua masyarakat miskin yang sakit dan 

membutuhkan pelayanan kesehatan di FKTR telah mendapatkan pelayanan 

kesehatan rujukan. Hal ini didukung oleh ketersediaan anggaran pelayanan 

kesehatan masyarakat miskin penguatan advokasi kerjasama pelayanan kesehatan 

rujukan dengan Rumah Sakit di wilayah perbatasan antar Kabupaten maupun 

Rumah sakit PPK II dan PPK III. 

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut dilaksanakan 

kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Tipe C dan D serta Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub 

kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : Terselenggaranya 

pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin, dengan target  100% 

terealisasi 100%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. 

Upaya yang telah dilakukan antara lain melaksanakan upaya kerjasama 

pelayanan kesehatan rujukan dengan beberapa rumah sakit baik di dalam wilayah 

Kabupaten Banjarnegara maupun diluar Kabupaten Banjarnegara (wilayah 

perbatasan), adapun rumah sakit tesebut adalah RSUD Kajen Pekalongan, RSUD 

Setjonegoro WoNO.sobo, RSUD KRT Taroenadibrata Purbalingga, RSU PKU 

Muhammadiyah Gombong. 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mendapat 

alokasi anggaran sebesar Rp. 4,691,640,800,- dengan realisasi sebesar Rp. 

4,449,605,200,- (95%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator program ini 

terdapat 3 indikator yaitu Rasio Dokter Per 100.000 penduduk target 

12,33/100.000 penduduk, Rasio Bidan target 69,07/100.000 penduduk, Rasio 

Dokter sebesar 50 per 100.000 penduduk,  Persentase Puskesmas yang memiliki 

9 tenaga kesehatan minimal target 40%. 
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Program 
Indikator Kinerja 

Program 

(outcome) 

Target 2021 
Capaian 
Kinerja 

% 
Capaian 

Kinerja 

Peningkatan 

Kapasitas 
Sumber Daya 

Manusia 
Kesehatan 

Rasio Dokter Per 

100.000 penduduk 

12,33/100.000 

penduduk 

13,6/100.000 

penduduk 

100% 

 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcome) 

Capaian 
Kinerja 2019 

Capaian 
Kinerja 2020 

Capaian 
Kinerja 2021 

Target 2021 

Rasio Dokter Per 

100.000 
penduduk 

8,77/100.000 

penduduk 

11,8/100.000 

penduduk 

12,33/100.000 

penduduk 

13,6/100.000 

penduduk 

 

Pada Tahun 2021 Rasio Dokter Per 100.000 penduduk terealisasi 

13,6/100.000 penduduk (dokter umum 143 dan dokter gigi 44). Jika dilihat data 

capaian 3 tahun terakhir Rasio dokter meningkat hal ini di dukung oleh adanya 

penerimaan tenaga dokter dari CPNS, BLUD dan tenaga kesehatan penugasan 

khusus nusantara sehat individual (NSI). Namun jika dibandingkan dengan target 

nasional Rasio Dokter sebesar 50 per 100.000 penduduk, maka Kabupaten 

Banjarnegara kekurangan 36,4/100.000 penduduk. Hal ini dipengaruhi tingkat 

peminatan tenaga dokter, dokter gigi bahkan dokter spesialis di Kabupaten 

Banjarnegara, sebagai contoh Terkait Pengadaan untuk Peminat profesi dokter dan 

dokter gigi di Kabupaten Banjarnegara masih kurang, terlihat dengan dibukanya 

formasi 28 tetapi yang mendaftar hanya 14 dokter. 

Rasio Bidan target 69,07/100.000 penduduk dengan realisasi 69,7/100.000 

penduduk (735 bidan).  

Program 
Indikator Kinerja 

Program 
(outcome) 

Target 2021 
Capaian 
Kinerja 

% 
Capaian 
Kinerja 

Peningkatan 

Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 

Kesehatan 

Rasio Bidan Per 

100.000 penduduk 

69,07/100.000 

penduduk 

69,7/100.000 

penduduk 

100% 

 

Indikator Kinerja 
Program 

(outcome) 

Capaian 
Kinerja 2019 

Capaian 
Kinerja 
2020 

Capaian 
Kinerja 2021 

Target 2021 

Rasio Bidan Per 

100.000 
penduduk 

60,84/100.000 

penduduk 

62/100.000 

penduduk 

69,7/100.000 

penduduk 

69,07/100.000 

penduduk 

 

Berdasarkan target nasional sebesar Rasio Bidan sebesar 130 per 100.000 

penduduk, maka Kabupaten Banjarnegara masih kekurangan 60,3/100.000 

penduduk. Jika dilihat data capaian 3 tahun terakhir Rasio bidan terhadap 100.000 
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penduduk meningkat. Adapun jumlah penduduk yang digunakan menggunakan 

data jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 1.054.379  orang (Data Sementara).  

Persentase Puskesmas yang memiliki 9 tenaga kesehatan minimal target 

40% dengan realisasi sebesar 54,3%. 

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Peningkatan 
Kapasitas 

Sumber Daya 
Manusia 
Kesehatan 

Persentase 
Puskesmas yang 

memiliki 9 tenaga 
kesehatan minimal 

40% 54,3% 135% 

 

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Capaian 

Kinerja 2019 

Capaian 

Kinerja 2020 

Capaian 

Kinerja 2021 

Target 

2021 

Persentase 
Puskesmas yang 

memiliki 9 tenaga 
kesehatan minimal 

37% 40% 54,3% 40% 

 

Berdasarkan target maka capaian Persentase Puskesmas yang memiliki 9 

tenaga kesehatan minimal  telah mencapai target. Jika dilihat data capaian 3 tahun 

terakhir meningkat. Namun secara absolut baru 19 UPTD Puskesmas dari 35 UPTD 

Puskesmas yang memenuhi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa 9 

(sembilan tenaga) minimal tersebut meliputi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, 

Perawat, Bidan, Kesehatan Masyarakat, Ksehatan Lingkungan, Farmasi, 

Nutrisionis, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Berikut kami sajikan 

kondisi Puskesmas yang memiliki 9 tenaga kesehatan minimal.
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TABLE TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

No. Kabupaten 
Kode 

Fasyankes 
Nama Fasyankes Dokter 

Dokter 

Gigi 
Perawat Bidan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Kesehatan 

Lingkungan 
Farmasi Gizi ATLM Status 

1 BANJARNEGARA 1031490 SUSUKAN I 3 1 14 21 3 1 1 3 2 Memenuhi 

2 BANJARNEGARA 1031491 SUSUKAN II 4 1 7 15 2 2 1 1 1 Memenuhi 

3 BANJARNEGARA 1031492 KLAMPOK I 6 1 23 17 2 2 2 2 2 Memenuhi 

4 BANJARNEGARA 1031493 KLAMPOK II 1 0 5 11 2 2 1 2 2 

Tidak 

memenuhi 

5 BANJARNEGARA 1031494 MANDIRAJA I 2 1 20 16 2 2 1 2 1 Memenuhi 

6 BANJARNEGARA 1031495 MANDIRAJA II 1 1 17 18 1 2 1 2 2 Memenuhi 

7 BANJARNEGARA 1031496 PURWANEGARA I 2 1 16 14 3 1 2 2 1 Memenuhi 

8 BANJARNEGARA 1031497 PURWANEGARA II 1 0 6 16 1 2 1 2 1 
Tidak 
memenuhi 

9 BANJARNEGARA 1031498 BAWANG I 1 1 6 17 1 1 1 1 1 Memenuhi 

10 BANJARNEGARA 1031499 BAWANG-II 1 0 5 16 2 2 1 2 1 
Tidak 
memenuhi 

11 BANJARNEGARA 1031500 BANJARNEGARA I 2 1 6 16 2 2 1 1 1 Memenuhi 

12 BANJARNEGARA 1031501 BANJARNEGARA II 3 1 5 16 2 1 1 2 2 Memenuhi 

13 BANJARNEGARA 1031502 PAGEDONGAN 1 2 5 15 2 2 4 2 2 Memenuhi 

14 BANJARNEGARA 1031503 SIGALUH I 1 1 5 16 1 1 2 1 2 Memenuhi 

15 BANJARNEGARA 1031504 SIGALUH II 1 0 5 10 1 1 0 1 1 
Tidak 
memenuhi 

16 BANJARNEGARA 1031505 MADUKARA I 1 1 13 20 3 2 1 2 1 Memenuhi 

17 BANJARNEGARA 1031506 MADUKARA II 1 0 9 17 2 1 1 1 1 
Tidak 
memenuhi 

18 BANJARNEGARA 1031507 BANJARMANGU I 2 0 4 19 3 2 1 2 1 
Tidak 
memenuhi 

19 BANJARNEGARA 1031508 BANJARMANGU II 1 0 4 17 1 1 1 2 1 
Tidak 
memenuhi 
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No. Kabupaten 
Kode 

Fasyankes 
Nama Fasyankes Dokter 

Dokter 
Gigi 

Perawat Bidan 
Kesehatan 
Masyarakat 

Kesehatan 
Lingkungan 

Farmasi Gizi ATLM Status 

20 BANJARNEGARA 1031509 WANADADI I 2 1 14 15 2 2 3 2 1 Memenuhi 

21 BANJARNEGARA 1031510 WANADADI II 1 0 5 11 1 1 1 2 1 

Tidak 

memenuhi 

22 BANJARNEGARA 1031511 RAKIT I 2 0 16 16 2 2 1 2 1 
Tidak 
memenuhi 

23 BANJARNEGARA 1031512 RAKIT II 1 0 5 14 3 3 2 2 2 
Tidak 
memenuhi 

24 BANJARNEGARA 1031513 PUNGGELAN- I 2 0 15 20 4 0 2 2 1 
Tidak 
memenuhi 

25 BANJARNEGARA 1051514 PUNGGELAN-II 1 1 6 19 3 1 1 2 2 Memenuhi 

26 BANJARNEGARA 1031515 KARANGKOBAR 2 1 17 24 2 2 1 1 2 Memenuhi 

27 BANJARNEGARA 1031516 PAGENTAN I 1 0 5 18 3 3 1 2 1 

Tidak 

memenuhi 

28 BANJARNEGARA 1031517 PAGENTAN II 2 0 5 14 1 2 1 2 0 

Tidak 

memenuhi 

29 BANJARNEGARA 1031518 PEJAWARAN 2 2 9 22 1 2 2 3 0 
Tidak 
memenuhi 

30 BANJARNEGARA 1031519 BATUR I 2 1 10 17 2 1 1 2 2 Memenuhi 

31 BANJARNEGARA 1031520 BATUR II 1 1 5 11 2 1 1 2 1 Memenuhi 

32 BANJARNEGARA 1031521 WANAYASA I 1 1 4 18 1 2 2 2 2 Memenuhi 

33 BANJARNEGARA 1031522 WANAYASA II 1 0 5 17 1 2 1 2 2 

Tidak 

memenuhi 

34 BANJARNEGARA 1031523 KALIBENING 1 1 16 30 2 1 1 4 2 Memenuhi 

35 BANJARNEGARA 1031524 PANDANARUM 1 0 6 21 1 2 1 1 1 
Tidak 
memenuhi 
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Dalam rangka mencapai indikator program tersebut maka didukung kegiatan dengan 

3 sub kegiatan yaitu: 

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota didukung oleh 2 (dua) sub 

kegiatan, yaitu : 

1. Sub kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen 

Perencanaan Kebutuhan SDMK Kab. Banjarnegara, dengan target 1 dokumen, 

terealisasi 1 dokumen, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. 

 

2. Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai 

Standar mempunyai 3 indikator keluaran, yaitu : Jumlah Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan (BOK), dengan target  139 tenaga kesehatan, 

terealisasi 139 tenaga kesehatan, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%, 

adapun tenaga dengan perjanjian kerja (BOK) tersebut meliputi tenaga 

NO. JENIS TENAGA KESEHATAN BOK JUMLAH 

1 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 29 

2 Tenaga Sanitasi Lingkungan 23 

3 Tenaga Nutrisionis 27 

4 Tenaga kesmas lainnya 9 

5 Tenaga administrasi Keuangan 35 

6 Ahli tekNO.logi labotorium medik 12 

7 Apoteker 4 

 JUMLAH 139 Orang 

 

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penugasan Khusus 

Tenaga Nusantara Sehat Individu (NSI)) target 52 orang terealisasi 52 orang, sehingga 

mempunyai capaian kinerja sebesar 100%, adapun tenaga NSI tersebut meliputi tenaga 

 

NO. JENIS TENAGA KESEHATAN NSI JUMLAH 

1 Dokter Umum 5 

2 Dokter Gigi 5 

3 Apoteker 9 

4 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 6 

5 Perawat 5 

6 Nutrisionis 9 

7 ATLM 13 

 JUMLAH 52 NSI 

 

Jumlah pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (melanjutkan 

Pendidikan/kompetensi) target 100 orang, terealisasi 100 Orang, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 100%, meliputi pendidikan bagi tenaga 
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NO. JENIS TENAGA KESEHATAN JUMLAH 

1 Dokter Umum 3 

2 Kesmas  1 

3 Perawat 46 

4 Bidan 48 

5 Keterapian Fisik 1 

6 Biomedika 1 

 JUMLAH 100 Orang 

 

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, 

yaitu : 

1. Sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber 

Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 1 ( satu ) 

indikator keluaran, yaitu : Jumlah SDMK mengikuti kursus/diklat/seminar/ pelatihan 

sesuai tugas dan fungsinya, dengan target  30 orang, terealisasi 30 orang , sehingga 

mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. Adapun kursus/diklat/seminar/ pelatihan 

yang diikuti adalah diklat District Food Inspektor sebanyak 20 orang, dan Penyuluhan 

Keamanan Pangan sebanyak 10 orang 

Upaya yang akan dilaksanakan di tahun 2021 adalah perencanaan kebutuhan 

tenaga, analisa profil SDMK sebagai dasar distribusi dan redistribusi SDMK, usulan 

formasi CPNS, usulan tenaga penugasan khusus NSI dan perpanjangan kontrak THL. 

Manfaat dari program tersebut adalah untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya 

Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.  

 

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman mendapat alokasi 

anggaran sebesar Rp. 245,203,100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73,508,156,- 

(30%) dengan realisasi fisik sebesar 95%. Program ini diukur dengan 1 (Satu) Indikator 

yaitu Persentase Sarana Prasarana Distribusi Sediaan Farmasi Perbekalan kesehatan dan 

produksi pangan sesuai standar target 100% dengan realisasi sebesar 93%. 

Persentase Sarana Prasarana Distribusi Sediaan Farmasi Perbekalan kesehatan dan 

produksi pangan sesuai standar target 100% dengan realisasi sebesar 93%. 

Program 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Sediaan 

Farmasi, Alat 

Kesehatan Dan 

Makanan 

Minuman 

Persentase Sarana 

Prasarana Distribusi Sediaan 

Farmasi Perbekalan 

kesehatan dan produksi 

pangan 

100% 93% 93% 
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Indikator Kinerja Program 

(outcome) 

Capaian 

Kinerja 2019 

Capaian 

Kinerja 2020 

Capaian 

Kinerja 2021 

Target 

2021 

Persentase Sarana 

Prasarana Distribusi 

Sediaan Farmasi 

Perbekalan kesehatan dan 

produksi pangan 

100% 100% 93% 100% 

 

Capaian Persentase Sarana Prasarana Distribusi Sediaan Farmasi Perbekalan 

kesehatan dan produksi pangan berdasarkan target tahun 2021 belum tercapai. Dalam 

rangka mendukung kinerja indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan 

Makanan Minuman didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:  

Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha 

Mikro Obat Tradisional (UMOT) didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu : 

1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan 

Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) 

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) mempunyai 1 ( satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah sarana 

pelayanan kefarmasian yang dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan standar, 

dengan target  109 sarana,  terealisasi 109 sarana, sehingga mempunyai capaian kinerja 

sebesar 100%. Seluruh sarana pelayanan kefarmasian telah dilakukan pengawasan dan 

pembinaan, yang meliputi 70 apotek, 35 UPTD puskesmas dan 4 RS. 

 

2. Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut 

Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro 

Obat Tradisional (UMOT) 

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut 

Pengawasan Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Presentase 

bimbingan teknis ke apotek, toko obat, toko alkes & UMOT yang mengajukan izin dengan 

target  100%. terealisasi 100%, sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. 

Semua Rekomendasi hasil temuan pengawasan sudah ditindaklanjuti oleh Auditee, 

karena hal tersebut merupakan prasyarat keberlangsungan proses perijinan. 

 

Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor 

P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat 

diproduksi oleh industri rumah tangga didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinkes 2021_____  80 

 

1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk 

Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri rumah tangga 

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri 

rumah tangga mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah sarana IRTP yang 

diberikan rekomendasi SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), 

target 200 sarana, terealisasi 236 sarana, sehingga capaian kinerja sebesar 113%. 

Sebanyak 226 pelaku usaha PIRT telah diberikan PKP (penyuluhan keamanan 

pangan) dan telah diberilkan rekomendasi SPPIRT untuk ijin edar produk makanan 

/minuman rumah tangga. 

 

Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi 

dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga didukung oleh 1 (satu) sub 

kegiatan, yaitu : 

1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah 

Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

 Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri 

Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 

mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : Persentase Pengujian Laboratorium 

PIRT dan atau PJAS secara kualitatif dengan target  30 sampel terealisasi 30 sampel 

sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. 

Selain itu didukung pula oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 

Dan Upaya Kesehatan Masyarakat maka dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu : Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, 

Vaksin , BMHP, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 

 

Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta 

Fasilitas Kesehatan Lainnya mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran , yaitu : Jumlah paket 

distribusi obat dan vaksin ke Puskesmas target 4 paket distribusi terealisasi 4 paket 

distribusi sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. 

Pengiriman obat dan BMHP dapat dikerjakan secara tepat waktu, setiap bulan genap, 

dengan melakukan kerjasama dalam PT POS INDONESIA untuk pengiriman ke 35 UPTD 

Puskesmas. Terkait distribusi vaksin masih dilakukan secara mandiri oleh Gudang Famasi 

untuk tetap menjaga kualitas rantai dingin, namun belanja perjalanan dinas untuk petugas 

tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan lebih dari 8 jam 

Manfaat dari program tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di masyarakat. 
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Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mendapat alokasi anggaran 

sebesar  Rp. 1,091,452,200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 789,400,680,- 

(72,5%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini diukur dengan 3 yaitu Persentase 

Desa Siaga Aktif Strata Mandiri target 30% dengan realisasi sebesar 24,8%, Persentase 

PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD) target 85% dengan realisasi 

89,3%, Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna target 80% 

dengan realisasi 88,63% 

 

1. Cakupan Desa/Kel Siaga Aktif strata Mandiri  

Cakupan Desa/Kel Siaga Aktif strata Mandiri tahun 2021 target sebesar 30% dan 

realisasi sebesar 24,8% atau 69 desa/kelurahan.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Target 

2021 

Capaian 

Kinerja 

% Capaian 

Kinerja 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Bidang 

Kesehatan 

Cakupan Desa/Kel 

Siaga Aktif strata 

Mandiri 

30% 24,8% 83% 

 

Indikator Kinerja Program (outcome) 

Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Cakupan Desa/Kel Siaga Aktif strata 

Mandiri 

15,11% 20,5% 24,8% 30% 

 

Berdasarkan target tahun 2021 Cakupan Desa/Kel Siaga Aktif strata Mandiri 

belum mencapai target dan berdasarkan capaian selama 3 tahun terakhir meningkat 

namun masih di bawah target. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator desa siaga 

belum tercukupi oleh masing masing desa. Keberhasilan desa/kelurahan menjadi 

desa/kel siaga aktif harus memenuhi 9 syarat indikator yaitu Forum Kesehatan 

Desa/Kelurahan (FKD/FKK),  Rapat yang dilaksanakan FKD/FKK,  KPM/kader 

Kesehatan,  Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar (di FKTP, jaringan & 

jaringannya ),  Posyandu dan UKBM lainnya aktif,  Dukungan dana untuk kegiatan 

kesehatan di desa/kelurahan. Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, 

Pencapaian Rumah tangga sehat. Dari sembilan indikator tersebut, ada 2 indikator yang 

masih banyak belum terpenuhi di desa/kelurahan adalah  Peran Serta Masyarakat dan 

Organisasi Kemasyarakatan, Kebijakan Desa/Kelurahan di bidang kesehatan. 

 

2. Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD 

Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD) tahun 

2021 target sebesar 85% dan realisasi sebesar 89,3%.  
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Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Bidang 

Kesehatan 

Persentase PHBS 

Rumah Tangga Strata 

Utama dan Paripurna 

(RPJMD) 

85% 89,3% 105% 

 

Indikator Kinerja Program (outcome) Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase PHBS Rumah Tangga 

Strata Utama dan Paripurna (RPJMD) 

73,8% 81,52% 89,3% 85% 

 

Capaian Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD) 

berdasarkan target telah tercapai dan selama tiga tahun terakhir mengalami 

peningkatan. Hal ini didukung oleh terpenuhinya kebijakan tentang PHBS berupa 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 tahun 2019 didukung juga kinerja petugas 

Puskesmas yang telah mendata PHBS tatanan rumah tangga secara menyeluruh dan 

dialokasikannya anggaran pendataan PHBS dimasing masing UPTD Puskesmas, 

bertambahnya angka rumah tangga yang memenuhi indikator PHBS Rumah Tangga 

mendorong pencapaian strata PHBS tatanan rumah tangga utama dan paripurna 

Upaya yang telah dilakukan sosialisiasi Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 

tahun 2019 tentang PHBS, pendataan PHBS oleh petugas promosi dan pemberdayaan 

kesehatan beserta tim di wilayah kerja UPTD Puskesmas, rapat rutin pelaksana promosi 

dan pemberdayaan kesehatan,  pertemuan kader di tingkat Puskesmas, dan pertemuan 

forum kesehatan desa baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas dan 

dilaksanakan evaluasi pemilihan kader kesehatan terbaik di tingkat Kabupaten. 

 

3. Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna 

Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna tahun 2021 

target sebesar 80% dan realisasi sebesar 88,6%.  

Program 
Indikator Kinerja 

Program (outcome) 
Target 
2021 

Capaian 
Kinerja 

% Capaian 
Kinerja 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Bidang 

Kesehatan 

Persentase PHBS 

Institusi Pendidikan 

Strata Utama dan 

Paripurna 

80% 88,6% 111% 
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Indikator Kinerja Program (outcome) 

Capaian 

Kinerja 

2019 

Capaian 

Kinerja 

2020 

Capaian 

Kinerja 

2021 

Target 

2021 

Persentase PHBS Institusi Pendidikan 

Strata Utama dan Paripurna 

68% 74,3% 88,6% 80% 

 

Capaian Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna 

berdasarkan target telah tercapai dan selama tiga tahun terakhir mengalami 

peningkatan Hal ini didukung oleh kebijakan Peraturan Bupati Banjarnegara NO. 11 

Tahun 2019 Tentang pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang didalamnya 

mengatur tentang PHBS  Institusi pendidikan. Pada masa pandemi  Covid-19 institusi 

pendidikan banyak yang mencukupi sarana dan prasarana PHBS di sekolah 

diantaranyai sarana cuci tangan pakai sabun.   

Sesuai standar Indikator PHBS institusi pendidikan yang mendukung strata 

Utama dan paripurna yaitu ketersediaan air bersih. Ketersediaan jamban yang sehat 

dan mencukupi, pengelolaan sampah dan sarana tempat sampah, ketersediaan sarana 

cuci tangan pakai sabun dan kebiasaan CTPS, adanya kantin sehat, kebiasaan aktifitas 

fisik atau olah raga rutin, pemberantasan sarang nyamuk, tidak dijumpai aktifitas 

merokok di sekolah, melaksanakan pengukuran timbang BB dan TB, kebersihan diri 

meliputi kuku bersih,gigi bersih,memakai sepatu, terpenuhinya ruang UKS dan P3K, 

serta tercukupinya persentase dokter kecil maupun kader kesehatan remaja.  Beberapa 

indikator yang masih banyak belum terpenuhi diantaranya adalah jamban sehat, kantin 

sehat, UKS dan persentase dokter kecil/KKR yang tercukupi. 

Upaya yang telah dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 

Tahun 2019 tentang pedoman perilaku hidup bersih dan sehat, rapat koordinasi Tim 

pembina UKS di Tingkat Kabupaten dan rapat koordinasi Tim pembina UKS di 20 

Kecamatan yang dilaksanakan di kabupaten. 

 

Capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Didukung 

Oleh 3 Kegiatan Yaitu :  

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

3. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

 

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, 

yaitu : 
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1. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah 

regulasi kesehatan yang diterbitkan, dengan target  1 regulasi, terealisasi 1 regulasi, 

sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100%. Regulasi tersebut adalah 

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan 

desa/kel.siaga aktif di Banjarnegara. Pada awal tahun ditargetkan 2 regulasi namun 

adanya refokusing anggaran dan pada saatnya penetapan pergeseran anggaran maka 

target hanya 1 regulasi 

 

Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu : 

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan 

Sehat mempunyai 2 indikator keluaran, yaitu : Persentase penyuluhan media elektronik 

di wilayah puskesmas, dengan target  100%, terealisasi 100%, sehingga mempunyai 

capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kedua yaitu Persentase Penyuluhan melalui 

media cetak di wilayah puskesmas dengan target  100%, terealisasi 100%, sehingga 

mempunyai capaian kinerja sebesar 100% 

 

Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, 

yaitu : 

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) mempunyai 1 indikator keluaran, 

yaitu : Terlaksananya Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan 

Upaya Keehatan Bersumber Daya Masyarakat oleh UPTD Puskesmas ke UKBM 

diwilayahnya, dengan target  100%, terealisasi 100%, sehingga mempunyai capaian 

kinerja sebesar 100%. 

Upaya yang akan dilakukan adalah pertemuan program promosi dan pemberdayaan 

kesehatan, Workshop desa siaga aktif dengan sasaran desa/kelurahan yang  berbeda 

dari tahun lalu, monitoring dan evaluasi ke desa siaga aktif mandiri  tahun sebelumnya, 

sosialisaai peraturan bupati tentang  pedoman pengembangan desa/kelurahan siaga 

aktif di Banjarnegara. 

 

Secara Garis besar dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021, Beberapa upaya yang 

dilakukan oleh bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) adalah sudah 
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mendukung dan berjalan harmonis dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) , 

Angka Kematian Bayi  (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) termasuk stunting sebagai  

indikator utama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, adalah: 

a. Program Triple Eleminasi, sebagai upaya memutus penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis 

B dari ibu ke anak. Dimana semua ibu hamil wajib mendapatkan skreening dan 

pemeriksaan ketiga penyakit tersebut, minimal 1 kali selama masa kehamilan. 

b. Penerapan MTBM (Manajemen Terpadu Balita Muda) dan MTBS (Manajemen Terpadu 

Balita Sakit) pada tingkat pelayanan kesehatan dasar sebagai panduan penanganan 

Bayi muda dan Balita yang sakit. 

c. Pemberian Obat Anti kecacingan kepada bayi atau balita yang mengalami kecacingan 

dan pemberian obat pencegahan massal cacingan di daerah intervensi stunting. 

d. Skreening Covid-19 kepada ibu hamil baik dengan rapid antibodi, rapid antigen maupun 

pemeriksaan PCR 

e. Pelayanan terhadap orang terduga TBC merupakan upaya untuk menekan adanya 

kesakitan TBC pada Ibu dan anak, yang masih banyak di derita, bahkan masih 

menimbulkan kematian pada ibu dan anak. 

 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyebab kematian ibu, disebabkan oleh 

penyebab tidak langsung yaitu adanya penyakit penyerta dalam hal ini penyakit tidak 

menular pada ibu hamil, dan penyakit menular langsung (covid-19). Upaya yang bersinergi 

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan program 

Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular maka salah satu upayanya adalah 

dengan melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) Penyakit Tidak Menular terintegrasi, semua 

ibu hamil yang mempunyai penyakit tidak menular ataupun memiliki faktor risiko penyakit 

tidak menular mendapat tata laksana tambahan sesuai pedoman saat pemeriksaan, dengan 

mekanisme sebagai berikut : 

a. Ibu Hamil wajib bertemu dan diperiksa oleh dokter umum dan dilakukan skrining 

pemeriksaan yang mengarah pada penyakit dan atau faktor risiko penyakit jantung, 

hipertensi dan Diabetes Mellitus dan lainnya 

b. Ibu Hamil pada usia kehamilan 20 minggu wajib dilakukan pemeriksaan gula darah 

sewaktu  

c. Pada semua ibu hamil kunjungan baru dilakukan pemeriksaan tensi darah dan skrining 

faktor resiko 

d. Perlunya skrining usia produktif ini termasuk ibu hamil, maka ibu hamil  bisa skrining di 

posbindu dan  mendapatkan pelayanan terpadu di puskesmas, sehingga faktor risiko 

kasus penyakit tidak menular dapat diketahui sejak dini. 
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Upaya vaksinasi atau imunisasi sangat berpengaruh dan berperan dalam upaya 

menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Balita yaitu 

adanya Imunisasi   TT/ DT bagi para ibu hamil, maka  para ibu akan terlindungi dari penyakit 

menular yang mematikan diantaranya yaitu  penyakit  Tetanus dan Difteri Sehingga angka 

kematian ibu dapat ditekan dan dikendalikan.  

Dalam upaya menurunkan angka kematian bayi, telah diupayakan imunisasi rutin 

pada bayi yaitu imunisasi HB, BCG, Polio, DPT/HB/HiB dan Campak/MR maka bayi yang 

telah diimunisasi dapat menimbulkan kekebalan alami terhadap berbagai macam penyakit 

diantaranya adalah Hepatitis B, TBC, Polio, Dipteri, Pertusis, Tetanus, Pneumonia, 

Meningitis, Campak dan Rubella. Dengan timbulnya kekebalan terhadap penyakit tersebut 

diatas, maka angka kematian bayi dapat di tekan atau dikendalikan dari ancaman penyakit 

yang mematikan tersebut. 

Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) dilaksanakan imunisasi 

rutin (booster) pada anak balita yaitu  DPT/HB/HiB dan Campak/MR, saat usia 18 bulan 

maka balita yang telah diimunisasi tersebut akan mendapatkan kekebalan terhadap 

penyakit Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Pnemonia, Meningitis , Campak dan Rubella 

dengan timbulnya kekebalan terhadap penyakit tersebut diatas maka angka kematian balita 

dapat ditekan atau dikendalikan dari ancaman penyakit menulara dan mematikan tersebut 

diatas. 

Bentuk dukungan dalam mencapai IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara 

oleh bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya yaitu Meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau masyarakat khususnya dalam menjamin 

ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi 

dan balita serta penanganan stunting dengan menjamin Pengunaan obat sesuai 

formularium kabupaten, optimalisasi Pelaksanaan manajemen pengelolaan obat dan vaksin 

sesuai standar, Penyediaan obat dan vaksin essensial di Puskesmas seperti Penyediaan 

obat-obatan program KIA untuk kegawatdaruratan materal seperti Calsium Gluconas, 

Methylergometrin, Oksitosin Injeksi, MGSO4 Injeksi. Penyediaan suplementasi multivitamin 

bagi ibu hamil, Penyediaan obat-obatan program Gizi untuk pencegahan dan pemulihan 

bayi balita stunting seperti zink, mineral mix dan vit A, Penyediaan obat-obatan program 

Penyakit menular yang beresiko menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu hamil, bersalin 

serta bayi balita. 

Optimalisasi dalam menjamin ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana yang di 

Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK wilayah Kabupaten Banjarnegara sesuai 

standar. Namun pada Tahun 2021 kematian ibu (terkonfirmasi covid-19) sangat tinggi hal 

ini disebabkan Terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana Rumah Sakit PONEK, banyak 

kasus kegawatdaruratan maternal harus dirujuk keluar wilayah untuk mendapatkan 

pelayanan yang dibutuhkan. 
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B. ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya 

manusia, Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :  

 

Persentase efisiensi Biaya = 100% - ( 
Realisasi Anggaran 

X 100%) 
Alokasi Anggaran 

 

Alokasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 

sebesar Rp. 266.056.362.078,- (dua ratus enam puluh enam milyar lima puluh enam 

juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), dengan realisasi 

keuangan sebesar Rp. 214.145.066.417,- (dua ratus empat belas milyar seratus empat 

puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 

(81%) dan realisasi fisik sebesar 90%.  

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level 

program adalah seluruhnya 19%, sehingga terdapat efisiensi yang signifikan dari 

penggunaan sumber daya biaya, Sebagai contoh seperti pada sub kegiatan 

Pembangunan Puskesmas yang persentase efisiensinya mencapai 15%, sub 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang persentase 

efisiensinya mencapai 8%, dsb. Dengan Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bnajarnegara Tahun 2021 rata-rata 

diatas 75 (Kinerja Baik). 

Jika dibandingkan jumlah program/kegiatan pada Tahun 2020 maka pada Tahun 

2021 program/kegiatan lebih sedikit. Pada Tahun 2020 sebanyak 17 Program dan 45 

Kegiatan, dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Banjarnegara. Diukur dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 64 Indikator 

Program dan 84 indikator kegiatan. 

Sedangkan Pada Tahun 2021 sebagaimana kita ketahui bersama Berdasarkan 

Pemetaan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan NO.menklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah maka jumlah program sebanyak 5 program dan 21 Kegiatan dan 809 

Sub Kegiatan termasuk Dinas Kesehatan beserta UPTD Dinas Kesehatan se-Kabupaten 

Banjarnegara. Diukur dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU), 45 Indikator Program, 

64 indikator kegiatan dan 81 indikator Sub Kegiatan. 

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui 

optimalisasi penggunaan informasi tekNO.logi (IT) baik dalam pertemuan, pencatatan 

dan pelaporan data dan informasi, pelibatan multi pihak dalam pengelolaan kegiatan 

seperti, penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga 

ahli dan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta. 

Hal ini dipengaruhi pula oleh adanya pandemi covid-19 sehingga pertemuan-

pertemuan dilakukan secara virtual menggunakan zoom meeting dan terkait kebutuhan 

rekap data dan pelaporan menggunakan iNO.vasi internal secara online yaitu 
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menggunakan google spreadsheet, kegiatan pelatihan/diklat menggunakan metode 

daring, Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dasar dengan iNO.vasi 

penggerakkan pemberdayaan Guru SD/SMP/Dokter Kecil maupun KKR/Guru UKS. 

 

C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 

ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota alokasi 

anggaran sebesar Rp. 160.230.487.918,- (seratus enam puluh milyar dua ratus tiga 

puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), 

realisasi sebesar Rp. 127.321.934.164,- (seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua 

puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah 

) atau 80% dan realisasi fisik sebesar 91%. 

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

dengan 4 indikator kinerja program, capaian kinerjanya 100%. Kinerja program ini 

didukung oleh 16 sub kegiatan dengan 18 indikator keluaran. Rata-rata tingkat 

ketercapaian seluruh indikator sub kegiatan sebesar 94,4 %. Dari rata-rata tingkat 

ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat 

kesesuaian antara kinerja program dan sub kegiatan sebesar 105%, dan termasuk 

dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi, yang artinya sub kegiatan yang 

dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp. 99.797.578.060,- (sembilan puluh sembilan 

milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam 

puluh rupiah), realisasi sebesar Rp. 78.346.997.442,- (tujuh puluh delapan milyar tiga 

ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus 

empat puluh dua rupiah) atau 78,51% dan realisasi fisik sebesar 91,8%. 

Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat dengan 34 indikator kinerja program, capaian kinerjanya 95,1%. Kinerja 

program ini didukung oleh 40 sub kegiatan dengan 50 indikator keluaran. Rata-rata 

tingkat ketercapaian seluruh indikator sub kegiatan sebesar 92,7%. Dari rata-rata 

tingkat ketercapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui 

tingkat kesesuaian antara kinerja program dan sub kegiatan sebesar 102,6%, dan 

termasuk dalam kategori tingkat kesesuaian sangat tinggi, yang artinya sub kegiatan 

yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program. 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mendapat 

alokasi anggaran sebesar Rp. 4,691,640,800,- (empat milyar enam ratus sembilan 

puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi 

sebesar Rp. 4,449,605,200,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta 

enam ratus lima ribu dua ratus rupiah) atau sebesar (95%) dan realisasi fisik sebesar 

100%. 
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Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan 

3 indikator kinerja program, capaian kinerjanya 100%. Kinerja program ini didukung 

oleh 3 sub kegiatan dengan 5 indikator keluaran. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh 

indikator sub kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 

program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja 

program dan sub kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat 

kesesuaian sangat tinggi, yang artinya sub kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam 

mendukung kinerja program. 

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman mendapat 

alokasi anggaran sebesar Rp. 245,203,100,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus 

tiga ribu seratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73,508,156,- (tujuh 

puluh tiga juta lima ratus delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 

(30%) dengan realisasi fisik sebesar 95%. 

Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan 

1 indikator kinerja program, capaian kinerjanya 100%. Kinerja program ini didukung 

oleh 4 sub kegiatan dengan 5 indikator keluaran. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh 

indikator sub kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 

program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja 

program dan sub kegiatan sebesar 100%, dan termasuk dalam kategori tingkat 

kesesuaian sangat tinggi, yang artinya sub kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam 

mendukung kinerja program. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mendapat alokasi 

anggaran sebesar  Rp. 1,091,452,200,- (satu milyar sembilan puluh satu juta empat 

ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 

789,400,680,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu enam ratus 

delapan puluh rupiah) atau sebesar (72,5%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.  

Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan 3 

indikator kinerja program, capaian kinerjanya 99,5%. Kinerja program ini didukung 

oleh 3 sub kegiatan dengan 4 indikator keluaran. Rata-rata tingkat ketercapaian seluruh 

indikator sub kegiatan sebesar 100%. Dari rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 

program dan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja 

program dan sub kegiatan sebesar 99,5%, dan termasuk dalam kategori tingkat 

kesesuaian sangat tinggi, yang artinya sub kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam 

mendukung kinerja program.
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BAB IV       

PENUTUP 

 

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN  

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sebagai Perangkat Daerah teknis yang 

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

urusan pemerintah di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan 

di bidang kesehatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut 

berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana 

secara efektif dan efisien mungkin.  

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan 

kurang berhasil berhasil, meskipun di rata-rata semua target sasaran yang telah 

ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik (Nilai 75% – 100%), terdapat 1 Indikator 

Kinerja Sasaran yang tidak mencapai target yaitu Angka Kematian Ibu 

dengan capaian kinerja 0% (berdasarkan rumus penghitungan persentase 

capaian kinerja indikator negatif), yaitu semakin tinggi realisasi maka kinerja 

semakin rendah. 

Dari Sasaran kinerja yang ada, terdapat 6 Indikator Kinerja Utama mencapai 

target, dan ada 1 Indikator Kinerja Utama belum mencapai target.  Selain itu pula 

meskipun beberapa target indikator sasaran tercapai namun tidak lepas dari adanya 

permasalahan atau hambatan adanya banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian 

outcome maupun output. 

Alokasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2021 sebesar Rp. 266.056.362.078,- (dua ratus enam puluh enam milyar lima 

puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah), 

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 214.145.066.417,- (dua ratus empat 

belas milyar seratus empat puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus 

tujuh belas rupiah) atau sebesar (81%) dan realisasi fisik sebesar 90%.  

 

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DIMASA DATANG  

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas kesehatan dimasa 

mendatang antara lain :  

1. Perlu penguatan Kebijakan, kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder 

dalam pembangunan kesehatan  

2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan 

yang masih memerlukan upaya keras  

3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan  
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4. Diperlukannya kebijakan strategis dan iNO.vatif dalam penyelarasan penyelesaian 

permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan 

kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan  

5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan 

Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan.  

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banjarnegara, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan atau evaluasi 

untuk pencapaian kinerja yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


